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ABSTRAK 
 
Andi Muhammad Gian Gilland (B11107507), Tinjauan Yuridis 
Pemilihan Pimpinan Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara 
Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. (dibawah bimbingan Muchsin 
Salnia sebagai pembimbing I dan Naswar Bohari sebagai Pembimbing II). 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pemilihan pimpinan 
daerah dalam hal ini Bupati, Walikota dan Gubernur sesuai dengan 
Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 
Selain itu untuk mengetahui kendala dan juga sebagai pembanding system 
pemilihan pimpinan daerah baik secara langsung maupun secara 
perwakilan ole DPR. 
 
Penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library 
research) dan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan 
tipe penelitian secara deskriptif yaitu penganalisaan data yang diperoleh 
dari studi lapangan dan kepustakaan dengan cara menjelaskan dan 
menggambarkan pernyataan objek. Pendekatan masalah dilakukan secara 
yuridis yaitu kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Data yang 
digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari KPUD dan 
mahkamah konstitusi, sedangkan data sekunder dari hasil studi 
kepustakaan, penelitian ini dilaksanakan di KPUD Sulsel dan KPUD 
Palopo. 
Hasil penelitian yang dilakukan ini adalah telah mengetahui 
kendala-kendala apa saja yang didapat dalam pemilihan kepala daerah, 
baik DPRD selain itu dari penelitian ini dapat dilihat kekurangan maupun 
kebutuhan dari masing-masing sistem pemilihan kepala daerah yang 
tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik 
Indonesia tahun 1945. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Latar belakang kami mengangkat judul ini ke dalam skripsi ini karena 
fenomena Pilkada yang terjadi di Negara ini cukup menjadi bahan 
pembicaraan di tengah masyarakat.  
Pilkada di dalam pelaksanaannya sering menimbulkan polemik di 
dalam masyarakat. Seiring dengan pelaksanaannya Pilkada di berbagai 
tempat juga sering diwarnai tawuran dan berbagai macam peristiwa yang 
mencoreng demokrasi itu sendiri. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 
Tahun 1945 merupakan dasar penyelenggaraan pemerintahan secara 
nasional, dalam hal ini termasuk pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 diatur tentang 
pembagian daerah ke dalam provinsi, kemudian provinsi dibagi ke dalam 
kabupaten dan kota. Pembagian daerah baik provinsi, kabupaten dan kota 
mempunyai pemerintahan sendiri. Di samping itu, juga diatur pemerintahan 
daerah itu dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
Selanjutnya, karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
adalah negara kesatuan yang dikelola berdasarkan paham demokrasi, 
maka dalam pemerintahan dikenal lembaga legislatif yang disebut dewan 
perwakilan rakyat (DPR). Di tingkat provinsi disebut dengan dewan 
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perwakilan rakyat daerah (DPRD) provinsi dan di kabupaten disebut dewan 
perwakilan rakyat daerah (DPRD) kabupaten/kota. Anggota-anggota dari 
DPRD ini dipilih melalui pemilihan langsung dari masyarakat yang 
penyelenggaraannya bersamaan dengan pemilihan umum (Pemilu) secara 
nasional. 
Untuk menyelenggarakan pemerintahan, daerah yang bersangkutan 
dipimpin oleh seorang kepala daerah, baik di provinsi maupun di 
kabupaten/kota. Untuk provinsi, kepala daerah disebut gubernur dan untuk 
kabupaten, kepala daerah disebut bupati dan untuk kota, kepala daerah 
disebut walikota. 
Di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI), pola pemerintahannya mengikuti pola yang dianut secara nasional, 
yaitu adanya pembagian kekuasaan pemerintahan. Pembagian kekuasaan 
diilhami oleh kebiasaan yang dianut di Eropa Barat. Dalam membagi tugas 
pemerintahan atau pembagian kekuasaan pertama-tama teorinya 
dikemukakan oleh John Locke dan kemudian dikembangkan oleh 
Montesquieu. 
Seperti dikemukakan di atas, menyangkut pembagian kekuasaan, 
pengertiannya dengan pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan 
dapat diartikan adanya pemecahan kekuasaan yang berbeda satu sama 
lain, baik mengenai fungsi maupun mengenai orangnya. Menurut Moh. 
Koesnardi dan Harmaily Ibrahim (1983:140), istilah pembagian kekuasaan 
berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi 
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tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa di antara 
bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama. 
Oleh karena teori pembagian kekuasaan ini lahir di Eropa Barat, 
yang merupakan reaksi perlawanan atas kekuasaan raja yang absolut 
dengan tujuan tidak terpusatnya kekuasaan di tangan satu orang dan 
adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, maka paham ini sangat 
liberalises. John Locke membagi kekuasaan menjadi tiga, yaitu legislatif 
atau kekuasaan membuat undang-undang, eksekutif adalah kekuasaan 
untuk melaksanakan undang-undang, sedangkan federatif adalah 
kekuasaan yang meliputi perang dan damai, membuat perserikatan dan 
aliansi serta segala tindakan dengan semua orang dan badan-badan di luar 
negeri. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Montesquieu yang 
mengemukakan bahwa dalam setiap pemerintahan terdapat tiga jenis 
kekuasaan, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Perbedaan kedua 
pandangan tersebut di atas terletak pada kekuasaan yudikatif yang 
ditempatkan secara tersendih oleh Montesquieu, dan tidak merupakan 
bagian kekuasaan seperti dikemukakan John Locke. Mengenai hal ini 
diuraikan oleh Ismail Suny (1986:8) dengan menyatakan, kekuasaan 
eksekutif sama dengan John Locke, yang diartikan sebagai kekuasaan 
menjalankan undang-undang, hanya berbeda dengan John Locke di mana 
kekuasaan yudikatif merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bukan 
bagian dart eksekutif seperti John Locke. Legislatif adalah kekuasaan 
 4 
membuat undang-undang, sama halnya dengan John Locke, sedangkan 
kekuasaan untuk mengadili dilaksanakan oleh kekuasaan yudikatif. 
Dari uraian tersebut, ternyata Montesquieu tidak menempatkan 
kekuasaan federatif sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri, tetapi 
merupakan bagian dari eksekutif. Selanjutnya, Montesquieu menyatakan 
bahwa ketiga kekuasaan itu masing-masing terpisah satu sama lain, baik 
mengenai orang maupun fungsinya. Teori Montesquieu ini tidak mungkin 
dilaksanakan, karena dalam negara berasaskan demokrasi telah 
mengikutsertakan eksekutif dalam pembuatan undang-undang. Hal mana 
untuk Indonesia tidak bisa disangkal, bahwa lahirnya produk yang bernama 
undang-undang semuanya harus dilakukan oleh legislatif bersama 
eksekutif. 
Untuk menilai apakah suatu negara dalam undang-undang 
menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan, maka untuk 
hal ini Ivor Jennings dalam Ismail Suny (1986:10) bahwa pemisahan 
kekuasaan (separation of powers) dapat dilihat dari sudut materil dan formil. 
Pemisahan kekuasaan dalam arti materil berarti bahwa pembagian 
kekuasaan itu dipertahankan dengan tegas dalam tugas-tugas kenegaraan 
yang secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan kekuasaan 
itu dalam tiga bagian, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 
Apa yang disebutkan di atas adalah merupakan pelaksanaan trias 
politica sebagaimana dalam teori Montesquieu secara konsekuen. Akan 
tetapi jika dalam Undang-Undang Dasar (UUD) suatu negara dalam 
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kenyataannya tidak terdapat pemisahan kekuasaan, misalnya dalam 
pembuatan undang-undang (UU), di mana merupakan kerja dari eksekutif 
dan legislatif, maka UUD tersebut menganut asas pembagian kekuasaan. 
Untuk menentukan apakah suatu UUD dalam suatu negara 
menganut asas trias politica atau tidak, dapat diukur melalui teori yang 
dikembangkan oleh Wade dan Philips (1965:23), yang digambarkan atas 
pertanyaan sebagai berikut: 
1. Apakah orang-orang atau badan yang sama merupakan bagian dari 
kedua badan legislatif dan eksekutif; 
2. Apakah badan legislatif yang mengontrol eksekutif, ataukah badan 
eksekutif, badan eksekutif yang mengontrol badan legislatif; 
3. Apakah badan legislatif melaksanakan fungsi eksekutif dan badan 
eksekutif melaksanakan fungsi legislatif; 
4. Apakah orang-orang atau badan-badan yang sama merupakan 
bagian dari badan pengadilan dan eksekutif atau badan pengadilan 
dan badan legislatif; 
5. Apakah eksekutif atau legislatif mengontrol atau mempengaruhi 
yudikatif atau yudikatif mempengaruhi atau mengontrol eksekutif dan 
legislatif; 
6. Apakah eksekutif dan yudikatif atau legislatif dan yudikatif 
melaksanakan fungsi badan yudikatif. 
Jika pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 adalah dalam 
hubungan apakah antara eksekutif dan legislatif terdapat pemisahan 
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kekuasaan atau tidak, dan pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6 
dalam hubungan adanya yudikatif yang bebas dan tidak memihak. Jika 
pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 3 dijawab dengan tidak, maka 
jelas negara itu menganut teori trias politica atau pemisahan kekuasaan. 
Sebaliknya jika pertanyaan nomor 4 sampai dengan nomor 6 dijawab ya, 
maka berarti yang dianut oleh Undang-Undang Dasar itu adalah pembagian 
kekuasaan. 
Menurut A. M. Donner (1987:146), trias politica itu bertitik tolak pada 
perbedaan bentuk dari berbagai macam tindakan penguasa. Untuk 
mengetahui hakikat dari kegiatan yang dilakukan oleh penguasa melalui 
trias politica ini, orang akan mengetahui hanya sebagian saja. Oleh karena 
itu lebih tepat jika orang bertitik tolak pada kenyataan bahwa sesungguhnya 
semua kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang 
saja yang berbeda yaitu: 
1. Bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang 
akan dilakukan; 
2. Bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan 
atau tugas yang sudah ditetapkan itu. 
Kedua bidang itu berhubungan erat satu sama lain dalam dua tahap. 
Tahap pertama menentukan arah apa yang harus ditempuh oleh negara 
dalam kehidupannya, tahap ini dinamakan bidang politik.  
Sedangkan tahap kedua adalah pelaksanaan dari kebijaksanaan 
yang sudah diputuskan dalam hidup politik itu. Tahap kedua ini disebut 
 7 
pemerintahan (bestuur) yang tugasnya tidak lagi menentukan arah apa 
yang akan ditempuh oleh negara. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, 
karena bidang pertama itu disebut politik, maka oleh Hans Kelsen (1961:27) 
kebijaksanaan politik itu dalam dua arti, yaitu:  
1. Politik sebagai etik yang artinya memilih suatu tujuan yang hendak 
dicapai dan dalam hal ini adalah sama dalam menentukan tujuan 
dari negara, dan 
2. Politik sebagai teknik yang diartikan bagaimana caranya untuk 
mencapai tujuan yang sudah ditentukan itu. 
Untuk membedakan politik dan ilmu politik selanjutnya Logeman 
menyatakan, bahwa ilmu politik adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki 
apakah tujuan itu dapat dicapai, dan apakah caranya untuk mencapai 
tujuan itu. Sedangkan van Vollenhoven berpendapat lain, yaitu bahwa 
melaksanakan tugas negara dapat dibagi dalam empat fungsi yang disebut 
Wongsonegoro (1952:22) caturpraja, yaitu: 
1. Regeling (membuat peraturan); 
2. Besfuur (pemerintahan dalam arti sempit); 
3. Rechtspraak (mengadili); 
4. Politie (polisi). 
Pemisahan kekuasaan menurut Montesquieu seeing dijumpai dalam 
sistem ketatanegaraan di berbagai negara walaupun batas pembagian itu 
tidak selalu sama karena terhadap satu sama lainnya tidak benar-benar 
terpisah, bahkan saling mempengaruhi. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka yang menjadi fokus adalah 
pemilihan gubernur dan pemilihan bupati/walikota. Hal mana karena 
anggota-anggota DPRD selaku lembaga legislatif yang termasuk dalam 
kategori pimpinan daerah yang dipilih bersamaan dengan pemilihan 
anggota MPR, DPR, DPD, dan Presiden. 
Dalam UUD NR! Tahun 1945, pada Pasal 18 ayat (4) seperti 
dikemukakan terdahulu, mengatur bahwa gubernur, bupati, dan Walikota 
masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, 
dan kota dipilih secara demokratis. Sebagai pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) 
UUD NRI 1945 yang telah diamandemen, telah terbit UU No. 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disingkat UU No. 32 
Tahun 2004) yang mengatur pemilihan kepala daerah, baik provinsi 
maupun kabupaten/kota. Dalam Pasal 56 UU No. 32 Tahun 2004 
dinyatakan kepala daerah dipilih secara berpasangan dengan wakil kepala 
daerah yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, 
umum, bebas, rahasisa, jujur, dan adil. 
Sejak berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, pemilihan kepala daerah 
dilakukan secara langsung. Berbeda semasa berlakunya UU No. 5 Tahun 
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dan UU No. 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana pemilihan pimpinan daerah 
dalam hal ini gubernur, bupati dan walikota dilaksanakan dengan pemilihan 
melalui perwakilan, yaitu dipilih melalui DPRD. 
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Perubahan cara pemilihan dari pemilihan melalui perwakilan menjadi 
pemilihan secara langsung oleh masyarakat, alasan utamanya karena 
kepala daerah adalah kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara 
demokratis. Pemilihan secara demokratis terhadap kepala daerah karena 
mengingat bahwa tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 Tahun 
2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawatan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan antara lain bahwa DPRD tidak 
memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Oleh karena itu pemilihan secara demokratis dalam UU ini 
dilakukan oleh rakyat daerah secara langsung. Selain itu agar pimpinan 
daerah mendapat dukungan luas dari masyarakat, sehingga pimpinan 
daerah memiliki kedudukan yang kuat. 
Dengan penelitian ini dapat diketahui cara pemilihan gubernur, 
bupati, dan walikota yang lebih efektif dan berdampak positif bagi 
masyarakat dalam rangka mencapai cita-cita negara mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur.  
B. Rumusan Masalah 
Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis 
merumuskan beberapa masalah untuk dibahas, yaitu: 
1. Bagaimana cara melaksanakan pemilihan kepala daerah/pimpinan 
daerah (gubernur, bupati, walikota) dan wakilnya masing-masing 
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secara demokratis tanpa berindikasi pemborosan dan tetap menjaga 
keharmonisan masyarakat? 
2. Apakah yang menjadi kendala pemilihan pimpinan daerah 
(gubernur, bupati, walikota) secara demokratis, balk dalam arti 
pemilihan langsung maupun pemilihan melalui perwakilan. 
 
C. Tujuan dan Manfaat 
Tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui cara pelaksanaan pemilihan pimpinan daerah 
(gubernur, bupati, dan walikota) secara demokratis tanpa berindikasi 
pemborosan dan tetap menjaga keharmonisan masyarakat. 
2. Untuk mengetahui kendala pemilihan pimpinan daerah (gubernur, 
bupati, dan walikota) secara demokratis, baik dalam pemilihan 
langsung maupun melalui perwakilan. 
Hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat 
sebagai berikut: 
1. Memberikan sumbangsih terhadap perkembangan hukum di 
Indonesia, khususnya terhadap perkembangan Hukum Tata Negara; 
2. Sebagai aplikasi ilmiah untuk menambah pengetahuan serta untuk 
memberikan bukti atas teori-teori yang ada; 
3. Sebagai salah satu bahan yang dijadikan acuan bagi mereka yang 
melakukan penelitian yang relevan dengan skripsi ini; 
4. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam bidang 
pemilihan pimpinan daerah atau Pilkada. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengertian Pimpinan Daerah 
Sebagai suatu negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, 
maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, 
kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa 
berdasarkan atas hukum. 
Dalam mewujudkan negara hukum berdasarkan tatanan yang tertib, 
antara lain di bidang peralihan pemerintahan baik di pusat maupun di 
daerah. Untuk memperoleh pemerintahan yang baik diperlukan aturan 
perundang-undangan yang mengatur peralihan pemerintahan itu sejak saat 
perencanaan sampai dengan saat pelantikan pemangku jabatan yang 
terpilih. 
Sebelum uraian ini memasuki materi, maka akan diberikan 
pengertian judul yang dipilih, yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Pemilihan 
Pimpinan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kata tinjauan yuridis bermakna bahwa judul ini 
bertumpu pada uraian secara hukum atau apa yang diatur dan merupakan 
pengertian dalam bidang perundang-undangan, baik yang disebutkan 
dalam UUD NRI Tahun 1945 maupun dalam peraturan 
perundang-undangan lainnya. Selanjutnya kata pemilihan umum (Pemilu) 
diartikan sebagai hak rakyat atau warga negara untuk memilih 
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wakil-wakilnya yang akan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat dan 
sebagai pimpinan pemerintahan yang hams ditentukan oleh rakyat itu 
sendiri. Pemilihan umum merupakan hak asasi rakyat atau warga negara, 
oleh karena itu suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan 
pemilihan umum. 
Negara-negara berkembang pada dewasa ini menjadikan demokrasi 
Barat sebagai model pemerintahan dalam mengelola negara, termasuk 
model pemilihan umum. Negara berkembang mengadopsi konsep negara 
modern demokrasi, sehingga perlu diketahui asas pemikiran juga tentang 
tujuan, keberadaan serta fungsi dari suatu Pemilu pada negara-negara 
Barat dewasa ini. 
Menurut Willy D. S. Voll (2013:57) pada negara demokrasi barat 
yang maju, biasanya Pemilu mengandung harapan baru yang hikmat, 
bahkan kadang-kadang merupakan peristiwa yang menyenangkan. Pada 
negara demokrasi sementara berkembang, yang mengejar konsep 
demokrasi Barat itu, Pemilu setidak-tidaknya merupakan peristiwa 
menegangkan, bahkan kadangkala merupakan peristiwa berdarah, 
sehingga seeing dihindari dengan cara menunda Pemilu. 
Pemilu adalah salah satu hak asasi rakyat atau warga negara bagi 
negara demokrasi. Oleh karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan. 
Asas bahwa rakyat yang berdaulat, karena itu semuanya dikembalikan 
kepada rakyat untuk menentukan. Apabila suatu pemerintah tidak 
mengadakan Pemilu, atau menunda dan sengaja memperlambat Pemilu 
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tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, maka hal tersebut merupakan 
pelanggaran terhadap hak asasi. Jika suatu negara yang menyatakan 
dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi tidak melaksanakan Pemilu, 
dengan kata lain pemerintahan tidak berdasar pada hasil Pemilu, maka 
sangat diragukan negara itu adalah negara berdasarkan pemerintahan 
rakyat atau sebagai negara demokrasi. 
Sejalan dengan apa diuraikan di atas, International Commission of 
Jurist dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 memberikan 
definisi tentang suatu pemerintahan dengan perwakilan atau representative 
government sebagai a government deriving its power authority are 
exercised thought representative government under the rule of law. 
Konvensi itu menetapkan salah satu syarat adanya pemilihan yang bebas 
(Ismail Sunny, 1965:14). 
Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu ciri negara 
demokrasi adalah dilaksanakannya Pemilu dalam suatu kurun waktu 
tertentu. Demikian pentingnya Pemilu dalam suatu negara demokrasi 
sehingga menimbulkan pertanyaan, untuk apa Pemilu itu diadakan. Untuk 
Negara Republik Indonesia, menurut Moh. Kosnardi dan Harmaily Ibrahim 
(1983:330) paling tidak ada tiga macam tujuan Pemilu. Ketiga macam 
tujuan pemilihan umum itu adalah: 
1. Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan 
tertib; 
2. Untuk melaksanakan kedaulatan rakyat; dan 
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3. Dalam rangka melaksanakan hak-hak asasi warga negara. 
Pemilihan umum merupakan salah satu cara untuk menentukan 
wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam DPR, sehingga ada beberapa 
sistem Pemilu. Hal tersebut tergantung dari sudut pandang tentang posisi 
atau kedudukan rakyat. Apabila rakyat dipandang sebagai individu yang 
bebas untuk menentukan pilihannya dan sekaligus dapat mencalonkan diri 
sebagai wakil rakyat, ataukah sebaliknya rakyat dipandang sebagai individu 
yang sama sekali tidak berhak untuk mencalonkan diri dan memilih 
wakil-wakilnya. 
Berdasarkan hal itu, maka sistem Pemilu dapat dibedakan atas 
sistem pemilihan mekanis dan sistem pemilihan organis. Sistem pemilihan 
mekanis dianut oleh all/an liberalisme, sosialisme, dan komunisme. 
Perbedaanya hanya pada cara pandang terhadap individu. Liberalisme 
mengutamakan individu sebagai kesatuan otonom. Masyarakat dilihat 
sebagai kompleks hubungan antar individu yang bersifat kontraktif, 
sedangkan sosialisme dan khususnya komunisme mengutamakan 
kolektifitas masyarakat yang mengecilkan peranan individu. Persamaan 
antara liberalisme dan sosialisme utamanya komunisme dalam Pemilu 
yaitu mengutamakan individu sebagai penyandang hak pilih aktif, di mana 
individu masing-masing mengeluarkan satu suara. 
Sistem pemilihan organis, sistem ini menempatkan rakyat sebagai 
kelompok-kelompok di mana individu yang tergabung di dalamnya terdiri 
dari berbagai macam persekutuan yang berbeda dari berbagai macam 
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genealogis (rumah tangga, keluarga), fungsi tertentu (ekonomi, industri), 
lapisan-lapisan sosial (buruh, tani, cendekiawan) dan lembaga-lembaga 
sosial (universitas/perguruan tinggi). Masyarakat dalam sistem ini 
dipandang sebagai suatu organisasi yang di dalamnya terdiri dari 
organ-organ yang mempunyai kedudukan dan fungsi tertentu dalam 
organisasi itu. Persekutuan-persekutuan hidup itulah yang diutamakan 
sebagai pengendali hak pilih atau sebagai pengendali untuk mengutus 
wakil-wakilnya kepada perwakilan atau badan perwakilan. 
Menurut uraian di atas, sistem pemilihan mekanis cara kerjanya 
partai-partai mengorganisir pemilih-pemilih dan menjamin pemilih 
berdasarkan bi party atau multy party. Di sini bi party berdasar pada paham 
liberalisme sosialisme, sedangkan multy party berdasar pada paham 
komunisme. 
Dalam memberikan pandangan terhadap kedua sistem Pemilu di 
atas, G. J. Wolhoff (1960:323) berpendapat bahwa menurut sistem yang 
pertama, badan perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan umum 
rakyat seluruhnya, sedangkan menurut sistem yang kedua, badan 
perwakilan bersifat badan perwakilan kepentingan-kepentingan khusus 
persekutuan hidup itu. Dalam bentuk paling ekstrim yang pertama 
menghasilkan parlemen, sedangkan yang kedua menghasilkan dewan 
korporatif. Perlu diperhatikan bahwa kedua sistem ini dapat dikombinasikan 
khusus dalam negara-negara dengan sistem kameral. 
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Pengertian pimpinan daerah bertumpu pada pengertian yang 
diberikan secara yuridis dalam hubungannya dengan Pasal 18 UUD 1945 
yang menyebutkan bahwa gubernur, bupati, walikota masing-masing 
sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih 
secara demokratis. 
Selain itu UU No. 32 Tahun 2004 selaku aturan yang melaksanakan 
amanah UUD NRI Tahun 1945 yang diatur dalam Pasal 18ayat (4)diatas, 
dalam Pasal 24 ayat (1) menyatakan setiap daerah dipimpin oleh kepala 
pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah. Di samping itu, Pasal 24 
ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
menyebutkan bahwa kepala daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk 
provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota 
disebut walikota. 
Selanjutnya dalam menentukan tugas dan wewenang kepala daerah 
yaitu gubernur, buapti, dan walikota, oleh UU No, 32 Tahun 2004, dalam 
Pasal 25 mengatur bahwa kepala daerah memiliki tugas dan wewenang 
memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan 
yang ditetapkan bersama DPRD. Dalam Pasal 21 UU No. 32 Tahun 2004 
mengatur hak dan kewajiban daerah dalam menyelenggarakan otonomi 
daerah memakai kata pimpinan dalam ayat (6) yang menyatakan memilih 
pimpinan daerah. 
Di samping itu digunakannya Kata pimpinan diilhami oleh 
Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999, dalam Bagian Umum pada Dasar 
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Pemikiran, butir 5 alinea kedua menyatakan, kepala daerah di samping 
sebagai pemimpin pemerintahan sekaligus adalah pimpinan daerah dan 
pengayom masyarakat, sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, 
bertindak dan bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, 
negara dan masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, 
dan aliran. Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis, dan keyakinan 
manapun, kepala daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan 
netral. Dengan demikian, maka kepala daerah patut dan sangat beralasan 
jika disebut pimpinan daerah. 
Kemudian akan dicoba memberikan pengertian apa yang dimaksud 
dengan daerah. Dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 2 ayat (1) disebutkan, 
'Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi 
dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang 
masing-masing memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam 
undang-undang'. 
Dalam Pasal 1 ayat (6) UU No. 32 Tahun 2004, pengertian daerah 
otonom, disebutkan bahwa 'Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat 
hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam 
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Kemudian apa yang dimaksud dipilih secara demokratis. Dalam 
Pasal 18 UUD NRI Tahun 1945 digunakan kata dipilih secara demokratis. 
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Penggunaan kata tersebut ditafsirkan ke dalam arti gubernur, bupati, 
walikota dapat dipilih secara perwakilan, yaitu melalui suara terbanyak 
dalam suatu sidang DPRD dan juga dapat dipilih langsung melalui Pilkada. 
Meskipun Pasal 18 ayat (4) memungkinkan dilakukannya pemilihan 
secara perwakilan, namun pada saat ini telah terbit UU No. 32 Tahun 2004 
yang mengatur tentang pemilihan kepala daerah secara langsung untuk 
seluruh wilayah NKRI sebagaimana dalam Pasal 24 ayat (5) yang 
menyatakan bahwa kepala daerah dan wakil Kepala daerah sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih secara langsung oleh rakyat 
didaerah yang bersangkutan. 
Pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil kepala 
daerah yang dikenal secara luas dengan istilah 'Pilkada', diselenggarakan 
oleh suatu badan yang independen yaitu Komisi Pemilihan Umum Daerah 
(KPUD) yang bertanggung jawab kepada DPRD. 
Dalam praktiknya pemilihan kepala daerah secara langsung ini pada 
mulanya berjalan dengan lancar, akan tetapi setelah berjalan beberapa 
periode pemilihan kepala daerah secara langsung itu menimbulkan banyak 
masalah yaitu antara lain dari segi penggunaan anggaran yang 
dialokasikan untuk pilkada, juga terhadap penggunaan anggaran pribadi 
dari para calon kepala daerah yang kadang-kadang diperoleh berupa dana 
pinjaman dari pihak ketiga selaku sponsor. 
Pemilihan kepala daerah secara langsung dalam prosesnya sering 
menimbulkan hubungan-hubungan yang tidak harmonis di antara para 
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pendukung para calon kepala daerah, malahan tidak jarang terjadi adu fisik 
yang menimbulkan dendam berkepanjangan. 
Kadang-kadang calon kepala daerah sendiri bertindak secara fisik 
memukuli dan berbicara seronok kepada massa dari orang-orang yang 
mendukung calon kepala daerah yang lain. Yang sangat disayangkan 
terjadinya kerusuhan di Kota Palopo, di mana massa fanatik salah satu 
calon kepala daerah mengamuk dan membakar gedung pemerintahan, 
yang dalam hal ini kantor bupati dan kantor KPUD Palopo. Pemilihan 
secara langsung ini sangat mahal harganya. Kerugian fisik mungkin dapat 
dihitung tetapi kerugian immateril tidak dapat diukur dengan tolok ukur 
apapun, sebab dengan terjadinya kerusuhan seperti itu merupakan 
pengalaman pahit yang kelak terpatri dalam jiwa masyarakat yang mencap 
bahwa Pilkada itu adalah sarana yang tidak adil. Kemudian oleh sebagian 
masyarakat untuk melawan ketidakadilan itu mereka mewujudkan 
perlawanannya dengan pengerahan massa yang menyebabkan 
kerusuhan. Di sini demokrasi mendapat ujian dan menimbulkan banyak 
pertanyaan yang salah satunya apakah kita akan melanjutkan cara tersebut 
yang nyata-nyata membawa kerugian di semua pihak. 
 
B. Tinjauan Yuridis Cara Pemilihan Pimpinan Daerah 
Adanya pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) 
merupakan konsekuensi pembagian wilayah NKRI ke dalam wilayah 
daerah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945. Seperti yang telah dikemukakan bahwa tiap-tiap provinsi dibagi atas 
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kabupaten dan kota. Provinsi dan kabupaten/kota memiliki pemerintahan 
daerah tersendiri. Pembagian wilayah negara ke dalam daerah-daerah 
seperti disebutkan diatas diatur oleh suatu pemerintahan daerah menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintahan daerah memiliki 
DPRD yang anggotanya berasal dari partai politik. Pemerintah daerah 
menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang 
oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. 
Namun demikian, walaupun otonomi itu sebagai self government, 
self sufficiency and actual independency, otonomi tersebut tetap pada 
batas yang tidak melampaui wewenang pemerintah pusat yang 
menyerahkan urusan kepada daerah, legally of course local government 
are not like sovereigent nation, condition may be imposed upon the form 
above, state government may insist upon the consolidation of local 
government (Samndajang, 2001:127). 
Sedangkan Kaho (1988:57) menyebutkan suatu daerah disebut 
daerah otonom apabila memiliki: 
1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga 
daerah. Urusan rumah tangga ini merupakan urusan yang 
diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah; 
2. Urusan rumah tangga diatur dan diurus/diselenggarakan atas 
inisiatif/prakarsa dari kebijakan daerah itu sendiri; 
3. Untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah tersebut maka 
daerah memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur 
pusat yang mampu menyelenggarakan urusan rumah tangga; 
4. Mempunyai sumber keuangan sendiri yang dapat menghasilkan 
pendapatan yang cukup bagi daerah agar dapat membiayai segala 
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga 
daerah. 
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Pemberian otonomi daerah tidak lain adalah dalam rangka 
peningkatan kemakmuran dalam termasuk peningkatan perekonomian 
daerah. Menurut Baswir (1997:104) bahwa tujuan pemberian otonomi 
daerah adalah: 
1. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah; 
2. Untuk meningkatkan jumlah dan mutu pelayanan masyarakat pada 
masing-masing daerah; 
3. Untuk meningkatkan kehidupan sosial dan budaya masyarakat 
masing-masing daerah; 
4. Untuk meningkatkan demokrasi kehidupan bangsa dan negara. 
 
Menurut Sarundajang (2001:130) bahwa pemberian otonomi kepada 
daerah mempunyai 4 (empat) tujuan yaitu : 
1. Dari segi politik adalah mengikut sertakan, menyalurkan inspirasi 
dan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri 
maupun untuk mendukung politik dan kebijaksanaan nasional dalam 
rangka pembangunan menuju proses demokrasi di lapisan bawah; 
2. Dari segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan terutama 
dalam memberikan pelayanan masyarakat dengan memperluas 
jenis-jenis pelayanan dalam berbagai kebutuhan masyarakat; 
3. Dari segi kemasyarakatan untuk meningkatkan partisipasi serta 
menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha 
pemberdayaan (empowerment) masyarakat, sehingga masyarakat 
makin mandiri dan tidak terlalu banyak bergantung pada pemberian 
pemerintah serta memiliki daya saing yang kuat dalam proses 
pertumbuhannya; 
4. Dari segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan 
pelaksanaan program pembangunan guna pencapaian 
kesejahteraan rakyat yang semakin meningkat. 
 
Dengan pemberian otonomi kepada daerah otonom, maka pimpinan 
daerah perlu mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Di samping 
itu karena tugas dan wewenang DPRD menurut UU No. 22 Tahun 2003 
menyatakan bahwa DPRD tidak memiliki tugas dan wewenang untuk 
memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka pemilihan secara 
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demokratis dalam UU No. 32 Tahun 2004 dilakukan oleh rakyat secara 
langsung. 
Dasar pemikiran dilakukannya pemilihan langsung terhadap kepala 
daerah dan wakilnya didasarkan pada UU No. 22 Tahun 2003 tentang 
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Hal ini kemudian 
diadopsi oleh perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah yang diatur pada Pasal 56 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 
'Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan 
Wakil Walikota dipilih secara berpasangan melalui pemilihan langsung'. 
Aturan tentang pemilihan kepala daerah tersebut dilaksanakan sampai 
sekarang. 
 
1. Pemilihan Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota) 
Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945. 
Pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan gubernur, bupati dan 
walikota dipilih secara langsung melalui pemilihan. Dalam Pembukaan 
Alinea Keempat UUD NR! Tahun 1945 sebagai salah satu acuan 
berdemokrasi di Indonesia menyatakan bahwa 'kemudian dari pada itu 
untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan 
perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan 
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kebangsaan Indonesia itu dalam suatu UUD 1945 yang berkedaulatan 
rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan 
yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh 
hikmah dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan dan 
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia'. 
Penekanan Pembukaan UUD 1945 pada kedaulatan rakyat 
memberikan salah satu arti bahwa Indonesia adalah negara demokrasi, 
oleh karena itu sistem yang ada dalam pemerintahan maupun kehidupan 
bernegara haruslah dijiwai oleh kedaulatan rakyat atau demokrasi dan 
karenanya pasal-pasal yang terdapat dalam UUD NRI Tahun 1945 
bemafaskan kedaulatan rakyat atau demokrasi yang tercermin dalam Pasal 
1 ayat (2) yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut UUD. 
Dalam pelaksanaan pemerintahan negara, kedaulatan rakyat 
merupakan sesuatu yang sakral dan tidak dapat ditawar-tawar yang 
tercermin dalam Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan presiden 
tidak dapat memberhentikan dan atau membubarkan DPR. Hal ini 
menunjukkan betapa rakyat dihargai dalam negara demokrasi sebab 
presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan tidak dapat 
menganggu gugat DPR. 
Suatu hal yang sudah dipahami bahwa UUD di hampir semua 
negara mengatur hal-hal yang disebutkan di atas yang merupakan aturan 
pokok tertulis yang dimaksudkan untuk mencapai kesatuan hukum, 
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kesederhanaan hukum dan tentunya kepastian hukum. Demikian juga 
dengan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
mengatur antara lain tentang pemerintahan negara termasuk didalamnya 
tentang pemerintahan daerah dan lain-lain yang hanya merupakan aturan 
pokok saja dimaksudkan agar mencapai kesatuan hukum, kesederhanaan 
hukum dan kepastian hukum. 
Dalam Pembukaan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945 disebutkan bahwa disusunlah kemerdekaan dan kebangsaan 
Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Menurut C. S. T. Kansil (1997:80) 
sovereignty atau kedaulatan itu merupakan salah satu syarat berdirinya 
suatu negara. Seperti diketahui salah satu unsur dari negara yaitu adanya 
pemerintahan yang berkedaulatan oleh karenanya, pemerintah dalam 
suatu negara harus memiliki kewibawaan (authority) yang tertinggi 
(supreme) dan tak terbatas (unlimited). 
Dalam arti kenegaraan, kewibawaan/kekuasaan tertinggi dan tak 
terbatas dari negara tersebut Kedaulatan adalah kekuasaan pemilih dan 
tertinggi dalam suatu negara untuk mengatur seluruh wilayahnya tanpa 
campur tangan dari pemerintah lain. Kedaulatan dari negara bersifat asli, 
tertinggi dan tidak terbagi-bagi: 
1. Asli berarti bukan berdasarkan kekuasaan lain; 
2. Tertinggi berarti tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi diatasnya; 
3. Tidak dapat dibagi-bagi berarti ke dalam maupun ke luar negara itu 
merupakan kekuasaan sepenuhnya. 
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Di Indonesia melalui DUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945 kedaulatan diatur pada Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan 
bahwa 'Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
Undang-Undang Dasar', yang artinya rakyatlah yang berdaulat, Dengan 
adanya rakyat yang berdaulat, maka timbul pertanyaan bagaimana rakyat 
menjalankan kedaulatan/kekuasaan itu. Untuk mewujudkan kedaulatan 
rakyat, dalam Pasal 4 UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945 menyatakan bahwa 'Presiden Republik Indonesia memegang 
kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar'. Dalam hal ini 
juga presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat 
angkatan laut, dan angkatan udara. Presiden juga dapat menyatakan 
perang dan perdamaian serta membuat perjanjian Internasional dalam 
keadaan bahaya, mengangkat duta, menerima penempatan duta dari 
negara lain dan juga mempunyai hak istimewa member grasi, rehabilitasi, 
amnesti, dan abolisi. Kekuasaan presiden yang demikian besar merupakan 
perwujudan dari kedaulatan rakyat. Hal ini dapat dimengerti, maka 
dipakailah sistem pemilihan presiden yang duduk dalam MPR. Jadi dengan 
demikian Pemilu diadakan salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan 
dan mencerminkan kedaulatan rakyat, pemilihan presiden secara langsung 
sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945 adalah merupakan perwujudan negara demokrasi dan negara 
hukum. 
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Selain presiden, anggota DPR dipilih secara demokratis dengan 
cara pemilihan langsung oleh rakyat, hal mana diatur dalam Pasal 19 ayat 
(1) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang 
menyatakan anggota DPR dipilih melalui Pemilu. Demikian pula anggota 
DPD dalam Pasal 22c UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945 menyatakan bahwa anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui 
Pemilu. 
Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara langsung, umum, 
bebas, jujur, dan adil diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu ini diadakan 
untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta 
DPRD yang dilaksanakan oleh suatu komisi yang bersifat nasional, tetap 
dan mandiri yang bernama KPU. Pemilihan secara langsung atas presiden 
dan anggota legislatif hendak menunjukkan adanya dukungan rakyat 
terhadap pimpinan negara dan daerah. Dalam menghindari pemusatan 
kekuasaan atas pemimpin yang mempunyai dukungan luas dari rakyat 
beserta lembaganya terutama eksekutif, maka dalam hal ini kembali pada 
teori pembagian kekuasaan yang memunculkan ide-ide secara 
konstitusional terhadap apa yang disebut negara hukum (rechstaat and rule 
of law). Teori ini berusaha membatasi kekuasaan pemerintah agar 
kekuasaan itu tidak terlalu dominan. 
Menurut Jimly Assshiddiqie (2005:6), bentuk-bentuk hukum yang 
berbentuk undang-undang harus dikontrol oleh parlemen atau dibuat oleh 
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parlemen, sedangkan bentuk-bentuk hukum yang lebih rendah tetap dibuat 
dan diproduksi oleh organisasi pemerintah. 
Pembagian kekuasaan secara horizontal dan dari segi fungsi ada 
hubungannya dengan doktrin prias politica yang memuat pemisahan 
kekuasaan yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di sini badan 
legislatif adalah lembaga pembuat undang-undang yang anggotanya dipilih 
oleh mayoritas rakyat, lembaga ini kemudian mewakili rakyat pada suatu 
lembaga yang dikenal dengan DPR. 
Menurut C. F Strong (Miriam Budiardjo, 1992:197) demokrasi adalah 
suatu sistem pemerintahan yang mana mayoritas anggotanya dewasa 
adalah dari masyarakat politik yang ikut serta atas dasar sistem perwakilan 
yang menjamin bahwa pemerintah akhirnya mempertanggungjawabkan 
tindakan-tindakan mayoritas itu. 
Suatu hal yang perlu dipahami di sini bahwa pembagian kekuasaan 
terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu organ dan fungsi, sedangkan 
pembagian kekuasaan itu sendiri berarti bahwa kekuasaan itu dibagi-bagi 
ke dalam beberapa bagian tapi tidak dipisahkan yang membawa 
konsekuensi bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerja sama. Kerja 
sama yang dimaksud antara bagian kekuasaan negara yang dalam 
penyelenggaraannya melebur menjadi satu. Namun demikian subtansi 
pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan terdapatnya 
kemandirian fungsional masing-masing lembaga kekuasaan tanpa saling 
mensubordinasikan satu sama lain. 
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Pembagian kewenangan bidang pemerintahan antara pusat dan 
daerah diatur dalam Pasal 10 sampai Pasal 18 UU No. 32 Tahun 2004, 
kewenangan pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, kedaulatan, 
yuridis, moneter, dan fiskal nasional serta agama. Sedangkan kewenangan 
provinsi terdiri dari dua kategori yaitu kewenangan sebagai daerah otonom 
dan sebagai daerah wilayah administratif. Sementara itu, kewenangan 
daerah kabupaten dan kota mencakup seluruh kewenangan pemerintahan 
selain kewenangan pemerintah pusat dan daerah provinsi. Yang perlu 
dipahami juga pembagian kekuasaan dalam demokrasi yang diilhami oleh 
trias politica adalah sebagai berikut: 
Dalam negara demokrasi legislatif, eksekutif dan yudikatif adalah 
kekuasaan yang terpisah. Sistem pemisahan dalam negara 
demokrasi disebut Trias Politica. Sedangkan pembagian kekuasaan 
yang bersifat vertikal disebut desentralisasi kekuasaan dan 
dekosentrasi kekuasaan ( Hendarmin Remadireksa, 2007:152). 
 
Kekuasaan yang ada pada legislatif, eksekutif, dan yudikatif ditinjau 
dari segi karakter dan fungsinya adalah seimbang dan merupakan kontrol 
pada masing-masing bidang kekuasaan itu. Sehubungan dengan hal di 
atas, kiranya perlu dijelaskan juga tentang pengertian bentuk dan susunan 
negara. Untuk mencegah salah pengertian, maka menurut ilmu Negara, 
pengertian tentang bentuk negara sejak dahulu kala dibagi menjadi dua, 
yaitu monarki dan republik. Untuk menentukan negara itu berbentuk 
monarki atau republik dalam ilmu Negara banyak ukuran yang dipakai, 
antara lain Jellinek (1920:166) memakai sebagai kriteria bagaimana 
caranya kehendak negara itu dinyatakan. Jika kehendak negara ditentukan 
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oleh satu orang saja, maka bentuk negara itu monarki, dan jika kehendak 
negara itu ditentukan oleh banyak orang yang merupakan satu majelis, 
maka bentuk negara adalah republik. 
Apa yang menjadi pendapat Jellinek di atas tentang bentuk dan 
susunan negara, maka oleh Duguit lain lagi, dan pendapat Duguit ini 
banyak dipakai, yang menggunakan kriteria tentang bagaimana caranya 
kepala negara suatu negara diangkat. Pendapat Duguit (1923:607) bahwa 
jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau 
keturunan, maka bentuk negaranya disebut monarki dan kepala negaranya 
disebut raja atau ratu. Jika seorang kepala negara dipilih melalui suatu 
pemilihan umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk 
negaranya disebut republik dan kepala negaranya adalah seorang 
presiden. 
Menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 
Indonesia berbentuk republik. Sedangkan menyangkut susunan negara, 
menurut Kranenburg (1955:136) dalam negara federal, pemerintah pusat 
negara federal dapat mempergunakan wewenangnya secara langsung 
terhadap warga negara dalam negara-negara bagiannya, sedangkan 
wewenang ini tidak terdapat pada negara Konfederal. 
Untuk pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal di Indonesia 
ditemukan otonomi daerah atau otonomi yang diberikan kepada 
daerah-daerah otonom. Daerah otonom ini menjalankan pemerintahan 
yang dipimpin oleh kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Sebagai 
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kepala pemerintahan daerah yang mempunyai kedudukan strategis UU No. 
32 Tahun 2004 mengatur pemilihan kepala daerah otonom ini secara 
periodik yang dilakukan secara langsung. 
Sehubungan apa yang dikemukakan diatas, maka pemilihan kepala 
daerah merupakan hal yang sangat penting, sebab kepala daerah adalah 
pimpinan daerah. Dalam hal ini pimpinan daerah otonom baik provinsi 
maupun kabupaten/kota. Yang dimaksud disini adalah pemilihan gubernur, 
bupati/walikota sebagaimana diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 18 ayat (1) bahwa 'Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi 
itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan 
kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan 
undang-undang'. 
Atas pembagian wilayah di atas maka melalui UU No. 32 Tahun 
2004, daerah-daerah tersebut diberikan otonomi dalam mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan. Dengan adanya pembagian daerah 
beserta pemberian otonom kepada daerah-daerah tersebut yaitu provinsi 
dan kabupaten/kota sebagaimana yang dikemukakan terdahulu, hal ini 
mempunyai konsekuensi yaitu diperlukan pemerintahan sendiri bagi 
daerah, untuk provinsi dipimpin oleh seseorang gubernur dan untuk 
kabupaten dipimpin oleh seorang bupati sedangkan untuk kota dipimpin 
oleh seorang walikota, hal mana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 
Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Untuk memimpin daerah baik provinsi, kabupaten/kota, di samping 
syarat kecakapan dan pengalaman yang memadai, maka yang sangat 
penting pimpinan daerah baik gubernur, bupati dan walikota haruslah 
orang-orang yang mendapatkan dukungan dan masyarakat luas. Karena 
pentingnya hal ini oleh UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945 dirumuskan pada Pasal 18 ayat (4) tersebut bahwa pimpinan daerah 
dipilih secara demokratis. 
Sehubungan apa yang dikemukakan di atas, bahwa pimpinan 
daerah yaitu gubernur, Bupati, dan walikota dipilih secara demokratis, hal 
ini memberikan pengertian ganda dan masih memerlukan pengaturan dan 
pengertian yang berlanjut, dimana pengertian pemilihan secara demokratis 
dapat dilakukan melalui pemilihan melalui perwakilan dan pemilihan secara 
langsung. Kedua cara pemilihan yang disebutkan tadi masing-masing 
mempunyai kelebihan dan kekurangan. 
Untuk pemilihan gubernur, bupati dan Walikota yang dilakukan 
melalui perwakilan di DPRD dianggap kurang demokratis karena rakyat 
daerah tidak diberi kesempatan untuk memilih pimpinannya. Anggapan ini 
sebenarnya kurang beralasan, sebab anggota DPRD dipilih oleh rakyat 
melalui Pemilu. Dengan demikian maka anggota dewan DPRD baik 
provinsi ataupun kabupaten/kota adalah pilihan rakyat. 
Selanjutnya, pemilihan pimpinan daerah melalui perwakilan di DPRD 
pada kurun waktu berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 
Pemerintahan di Daerah menyuburkan praktik dagang sapi. Praktik dagang 
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sapi ini dilakukan melalui anggota DPRD. Calon kepala daerah berjanji 
untuk mendudukkan orang-orang tertentu yang ditunjuk oleh anggota 
DPRD pada suatu jabatan ataukah untuk mendapatkan proyek pekerjaan 
pembangunan tertentu jika calon yang didukung menduduki atau 
memangku jabatan kepala daerah. Malahan dalam praktik calon kepala 
daerah langsung memberikan uang kepada anggota DPRD tertentu 
dengan jumlah yang banyak. 
Pemilihan pimpinan daerah yaitu gubernur, bupati, walikota yang 
dilakukan secara langsung oleh rakyat daerah atau dikenal dengan 
Pemilukada sebagaimana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 semula 
memberikan harapan tumbuh suburnya demokrasi dan terpilihnya kepala 
daerah baik provinsi dan kabupaten/kota yang mendapat dukungan luas 
dari rakyat. Namun setelah berjalan beberapa kali timbullah hal-hal yang 
kurang diinginkan. Karena penyelenggaraan Pemilukada di setiap daerah 
yang dilaksanakan oleh KPUD menghabiskan anggaran negara dan daerah 
yang cukup banyak. Di samping para calon pimpinan daerah dalam proses 
pemilihan setelah terpilih menjadi kepala daerah menanggung utang yang 
sangat banyak, juga dari segi keamanan dan keharmonisan hubungan 
selama terjadinya proses pemilihan pimpinan daerah sering terganggu 
yang kadang-kadang menimbulkan korban yang tidak perlu akibat 
keterlibatan massa yang emosional. 
Setelah menyaksikan kondisi cara pemilihan pimpinan daerah yang 
demikian, maka pemerintah perlu melakukan pilihan dalam 
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penyelenggaraan Pilkada. Apakah kembali kepada sistem pemilihan 
secara perwakilan ataukah tetap pada cara pemilihan langsung dengan 
catatan adanya aturan-aturan yang lebih ketat dan efisien untuk 
meminimalisir efek yang tidak menguntungkan rakyat. 
Dari apa yang telah dikemukakan tentang kondisi masyarakat dalam 
penyelenggaraan Pilkada, perlu kiranya ditegaskan lebih dahulu bahwa 
Pilkada adalah Pemilu yang bertujuan untuk memilih kepala daerah otonom 
secara berpasangan dengan wakil kepala daerah yang diadakan dalam 
kurung waktu tertentu. Oleh karena Pilkada adalah Pemilu, maka perlu 
diketahui untuk apa dan untuk siapa Pemilu itu dilaksanakan. Menurut Willy 
D. S. Voll (2013:60) makna fungsinya dapat dirumuskan dalam kerangka 
itu, sebagai berikut: 
a. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara 
modern untuk secara jujur langsung mengendalikan negaranya 
sesuai tuntutan zaman; 
b. Pemilu memberikan kesempatan kepada para pemilik negara 
modern untuk menunjuk orang-orang yang berkompeten untuk 
menyampaikan aspirasi. Selaku wakil rakyat harus menjalankan 
organisasi negara sebaik-baiknya demi kepentingan mereka dan 
sesuai kehendak mereka;  
c. Pemilu menjamin penggantian penguasa secara tertib, aman, dan 
damai secara kontinuitas kepemimpinan negara modem;  
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d. Pemilu mencegah kesewenang-wenangan, kekeliruan, dan 
penyimpangan yang terjadi karena disengaja atau tidak untuk 
berlanjut terlalu lama atau terlalu besar, dengan kata lain, Pemilu 
memungkinkan koreksi secara periodik. 
Bertolak dari tujuan Pemilu yang disinggung terlebih dahulu, serta 
makna dan fungsi yang dirumuskan di atas, maka dapat dikatakan bahwa 
Pemilu merupakan alat dari negara demokrasi untuk melaksanakan 
kedaulatan rakyat secara periodik dengan aman, tertib berdasarkan hukum. 
Hanya saja, para sarjana maupun ahli tidak pernah membayangkan adanya 
suatu keadaan yang tidak memungkinkan untuk mencapai hal-hal yang 
dirumuskan dalam tujuan, makna, dan fungsi Pemilu di atas secara 
sepenuhnya. Munculnya berbagai persoalan berupa gangguan keamanan 
dan korupsi serta rancunya administrasi Pemilu dirasakan sebagai 
gangguan atas pelaksanaan Pemilu di Indonesia. 
Pemilu sebagai alat dalam negara demokrasi untuk mendapatkan 
kekuasaan yang vital untuk memerintah orang banyak secara resmi 
berdasarkan hukum. Pemilu juga merupakan cara untuk memperoleh 
kekuasaan. Menurut R. M. Iver yang dikutip C. S. T. Kansil dan Cristine S.T. 
Kansil (1997:4) pemerintahan memberikan kepada seorang manusia 
kekuasaan atas manusia-manusia lainnya, suatu kekuasaan yang tidak 
dimiliki oleh siapapun juga, baik karena haknya maupun karena 
kekuatannya sendiri. 
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Selanjutnya C. S. T. Kansil dan Cristine S. T. Kansil (1997:5-7) 
menulis sebagai berikut: Timbullah pertanyaan-pertanyaan dari para ahli 
pikir pada zaman lampau, bagaimanakah dapat terjadi bahwa seseorang 
dapat memperoleh kekuasaan dari pemerintahan sesamanya'. 
Thomas Hobbes dalam bukunya yang berjudul Leviathan 
memberikan uraian atas pertanyaan tersebut sebagai berikut: 'Alam 
menciptakan manusia sedemikian sama dalam kemampuan jasmaniah dan 
rohaniah. Walaupun kadang-kadang ada seorang manusia yang ternyata 
lebih kuat jasmaninya atau lebih cerdas otaknya dari yang lain, tetapi 
apabila diperhitungkan seluruhnya akan ternyata, bahwa perbedaan dari 
manusia yang satu dengan yang lainnya tidaklah demikian besar, sehingga 
seseorang manusia dapat menuntut dan mengambil keuntungan bagi 
dirinya sendiri, sedangkan manusia yang lain tak dapat menuntutnya 
seperti dia. Demikian pula kemampuan-kemampuan rohani terdapat 
persamaan besar di antara manusia, kecuali perbedaan di bidang seni dan 
ilmu yang sedikit sekali orang memilikinya dan yang tidak dilakukan 
bersama kita. 
Alasan yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes tersebut memang 
tidak dapat diperdebatkan, namun kenyataannya ada seseorang yang 
memerintah jutaan orang lain dan pada banyak bagian dunia ini, terdapat 
pula jutaan orang yang bertekuk lutut di depan seorang manusia, karena 
ketaatan mereka atau ketakutan; bahkan juga alat-alat negara seperti polisi 
misalnya dapat mendukung banyak orang. 
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Kemungkinan pula terjadi orang yang memerintah itu tidak lebih 
bijaksana, tidak lebih cakap dan mungkin juga tidak lebih baik dalam segala 
hal dari para pengikut-pengikutnya. Disitulah kegaibannya pemerintahan 
itu. Bahkan seringkali di antara bangsa-bangsa yang sederhana, kegaiban 
ini adalah keajaiban dalam arti sesungguhnya; dari seseorang kepala atau 
pemimpin suci. Demikianlah antara orang Fiji dan penduduk asli Selandia 
Baru, semua orang biasa makan sisa-sisa makanan pemimpinnya, mati 
karena akibat-akibatnya. 
Tercatat suatu kejadian resmi, dimana seorang warga secara tidak 
sadar telah makan sisa makanan pemimpinnya, dan setelah mengetahui 
bahwa ia telah melanggarnya, ia menjadi kejang, dan tidak lama ia pun 
meninggal dunia. 
Raja-raja dari bangsa yang telah maju pun masih dianggap 
mempunyai kekuatan-kekuatan gaib. Raja-raja di Inggris dan Prancis 
menurut kepercayaan umum dapat menyembuhkan penyakit-penyakit 
tertentu dengan jalan menyentuhnya. 
Di negara yang berbentuk kerajaan, masih saja tertinggal 
kepercayaan (kuno) akan kekuatan gaib. Pengagungan secara mistik yang 
dilakukan oleh rakyat Jerman terhadap pemimpin (fuehrer) mereka 
merupakan gejala sosial yang serupa. Akan tetapi semua itu merupakan 
contoh-contoh yang ekstrim tentang sikap penerimaan dan kepatuhan yang 
diperlihatkan manusia di mana-mana terhadap kekuasaan yang 
menaunginya, sehingga tidaklah mengherankan jika pada masa lampau 
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raja-raja dan pemimpin-pemimpin dianggap sebagai penjelmaan 
dewa-dewa. Tanggapan ini tidak saja terdapat diantara suku-suku primitif, 
tetapi juga di seluruh peradaban kuno. 
Maharaja-maharaja Hindu dianggap sebagai penjelmaan inkarnasi 
Dewa Krisna; Raja-raja Mesir dianggap keturunan dari Dewa Ra; 
Kaisar-kaisar Romawi mengikuti jejak Kaisar Augustus dan menggunakan 
gelar kekuasaan. Demikian juga Mikado-mikado dari Jepang dianggap 
sebagai penjelmaan Dewa Matahari yang menguasai seluruh jagad. 
Dalam abad-abad pertengahan di Eropa ketika gereja telah 
membentuk organisasi sendiri yang besar, raja-raja harus puas dengan 
sebutan-sebutan kurang malu, namun mereka dianggap pemegang 
kekuasan dari Tuhan, bahwa mereka dipilih bukan kehendak manusia, 
tetapi oleh pengangkatan dari kayangan. Hak-hak istimewa mereka 
diperoleh bukan dari rakyat, tetapi dari Tuhan. Hak-hak suci raja-raja ini 
sedikit demi sedikit menjadi berkurang karena datangnya abad yang lebih 
demokratis. Pada waktu sekarang diperlukan cara-cara lain guna 
memperoleh kekuasaan pemerintahan. 
Berkenaan dengan ketaatan itu, dapat dijelaskan sekedarnya 
sebagai berikut: seseorang tidak jauh lebih kuat daripada manusia lainnya, 
tetapi sekelompok orang-orang yang berani dan cerdik dapat berkumpul 
dan membuat mereka sendiri berkuasa atas manusia-manusia lainnya. 
mereka mengambil alih sumber-sumber kekayaan dari lingkungannya, 
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mengusahakan demi kepentingan mereka sendiri dan menjadikan 
manusia-manusia lainnya tidak berdaya (perbudakan). 
Kebanyakan pemerintahan sepanjang sejarah dipegang oleh 
golongan yang berkuasa. Perbudakan yang terdapat pada hamper semua 
peradaban pada zaman lampau diantara kebanyakan bangsa-bangsa di 
dunia. Oleh karena itu mudah sekali untuk menemukan asal mula terjadinya 
pemerintahan pada permulaan perebutan kekuasaan oleh kelompok yang 
mempunyai kedudukan istimewa ataupun kelompok yang berpengaruh 
pada masa lampau. Pandangan ini dahulu terkenal, dan sekarang masih 
ada orang juga yang menganutnya. Ada variasi lain dari pandangan ini, 
yakni yang memberikan lebih banyak tekanan pada pemimpin yang sangat 
berpengaruh, dengan berpendapat bahwa penguasaan pribadi yang 
dicapai individu atau individu-individu yang agresif, yang sebenarnya 
menyebabkan timbulnya pemerintahan dan semua lembaga-lembaga 
pemerintahan. 
Akan tetapi kecenderungan yang lebih banyak diterima ialah 
menekankan peranan kelompok orang dan bukan peranan individu. 
Menurut pandangan ini asal usul pemerintah terletak pada penaklukan, 
apabila golongan yang menaklukkan memaksakan kekuasaannya kepada 
yang ditaklukkan. 
Berkenaan dengan anggapan bahwa kekuatan adalah pembentuk 
pemerintahan, merupakan salah satu anggapan yang setengah benar yang 
menyebabkan kekeliruan-keliruan besar. Penjelasan itu tampaknya benar, 
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sebab dalam masyarakat yang teratur, pemerintah memiliki hak istimewa 
dalam mempergunakan kekuasaan, karena pemerintah selalu dihubungkan 
dengan kekuasaan golongan yang sangat berpengaruh, dan karena itu 
pemerintahan sering ditentukan oleh coup d'etat. Dengan demikian dapat 
ditarik kesimpulan, bahwa kekuatan adalah penjelasan tentang adanya 
pemerintahan. 
Atas kesimpulan di atas, dalam kenyataannya, kekuatan saja tidak 
pernah mempersatukan kelompok manusia. Pada suatu perebutan 
kekuasaan antar kelompok, maka kelompok yang kuatlah yang menjadi 
pemenang karena kekuatan fisik yang dimilikinya. Akan tetapi kekuasaan 
bergantung pula pada solidaritas, kemampuan berorganisasi, 
kepemimpinan, sumber-sumber kekuasaan dan kecakapan 
mempergunakan segala apa yang ada. 
Manusia memang sering memperoleh kekuasaan melalui kekuatan, 
tetapi tidak ada yang dapat mempertahankan kedudukan yang 
diperolehnya dengan kekuatan semata. Dari semua susunan pemerintahan 
yang terbagi dalam jabatan-jabatan, termasuk kepala daerah tidak bias 
dipertahankan dengan kekuatan saja, akan tetapi dibalik terdapat apa yang 
dinamakan kemitraan. 
Jean Jacques Rousseau mengemukakan, bahwa kekuatan tidak 
menciptakan hak, dan manusia yang paling kuat tidak pernah cukup kuat 
untuk berkuasa selamanya, kecuali kalau ia dapat mengubah kekuasaan itu 
menjadi hak. Untuk mengubah kekuatan itu menjadi hak, diperlukan 
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kontrak sosial. Pandangan kontrak sosial ini terkenal pada abad 16 sampai 
dengan abad 18 yang dikemukakan Rousseau. 
Di sanalah manusia masuk pada era masyarakat negara yang tentu 
individu-individu dalam masyarakat itu membawa hak-hak tertentu mereka. 
Pemerintah membuat aturan untuk melindungi masyarakat dengan 
dibuatnya aturan-aturan yang kemudian menjadi hukum. 
Kemudian oleh para ahli ilmu sosial dan para ahli hukum 
mempertanyakan mengapa manusia harus patuh pada hukum? 
Pertanyaan ini mendapat jawaban yang berbeda-beda, diantaranya adalah 
J. W Burgess dalam bukunya yang berjudul The Sactity of Law (keluhuran 
hukum) mengemukakan bahwa ada dua alasan, yaitu yang pertama adalah 
legitimasi dari sumber yang mengeluarkan hukum itu. Dengan perkataan 
lain, apakah yang mengeluarkan hukum itu adalah orang atau lembaga 
yang berhak untuk itu. Apakah hak untuk mengeluarkan hukum itu 
bersumber dari Tuhan atau merupakan hak konstitusional mereka, ataukah 
suatu persetujuan antara penguasa dan rakyat. 
Alasan kedua bersifat rasional, yang didasarkan pada nilai hukum itu 
sendiri. Kemungkinan timbul pendapat yang banyak tentang nilai hukum itu, 
namun tetap dalam rangka kepatuhan hukum itu sendiri. Dari segi legitimasi 
hukum, Plato, Hobbes dan Hegel menganggap hukum negara lebih tinggi 
daripada hukum yang dikeluarkan oleh lembaga lainnya. sedangkan hukum 
Tuhan oleh banyak orang ditempatkan lebih tinggi dari itu. 
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Pendapat yang lain mengenai hal ini dikemukakan oleh Harold J. 
Laski dalam bukunya Grammar of Politics, bahwa dalam suatu negara, 
warga negara harus patuh kepada hukum tertentu, jika hukum itu 
memuaskan rasa keadilan. Kemudian Mac Iver (1988:67) mengatakan 
kepatuhan itu adalah wajib, kecuali jika menurut pertimbangan warga 
negara ketidakpatuhan akan lebih banyak memberikan manfaat atau 
kemakmuran masyarakat. 
Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas, jika 
dihubungkan dengan pemilihan kepala daerah, baik gubernur, 
bupati/walikota dengan wakilnya adalah merupakan pengaturan atau 
hukum yang diatur dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Tahun 1945. Kemudian atas UUD tersebut, dibuatlah undang-undang dan 
yang dilaksanakan secara operasional oleh suatu aturan yang disebut 
peraturan pemerintah. 
Dalam UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar, diatur tentang 
pemilihan kepala daerah yaitu gubernur dan wakilnya, bupati/walikota dan 
wakilnya masing-masing, merupakan pengaturan yang bersumber dari 
negara. Oleh karena pengaturan UUD ini yang merupakan hukum oleh 
masyarakat Indonesia secara faktual telah memuaskan rasa keadilan dan 
juga mungkin memberikan manfaat atau kemakmuran masyarakat, maka 
hukum itu dipatuhi dan dijalankan, dengan cara pelaksanaan pemilihan 
kepala daerah secara demokratis, yang secara operasional lebih dirinci 
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pelaksanaannya dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 serta aturan 
perundang-undangan lainnya. 
Untuk lebih banyak memahami sebagaimana diterangkan di atas, 
maka perlu dikemukakan konsep-konsep tentang negara. Ada beberapa 
macam konsep negara hokum yang dikenal dalam Ilmu Hukum Tata 
Negara dan Hukum Administrasi Negara, antara lain yaitu konsep: 
1. Rechsstaat, 
2. The Rule of Law, 
3. Socialist legality; 
4. Nomokrasi Islam. 
Selain konsep rechstaat dan the rule of law seperti disebutkan di 
atas, ada juga konsep negara hukum yang hidup dalam negara komunis, 
yaitu socialist legality. Berbeda dengan negara hukum yang menganut 
rectstaat dan the rule of law, negara hukum socialist legality pada 
hakikatnya menggunakan sosialisme daripada hukum, sehingga hukum 
berada di bawah sosialisme, dan hukum merupakan alat dari sosialisme. 
Hal ini merupakan pandangan dari Seno Adji (1980:23) yang menyatakan 
konsep negara hukum yang merupakan konsep negara hukum 
negara-negara sosialis yang dilator belakangi kehendak konsep negara 
hukum the rule of law, yang dipelopori negara-negara Anglo Saxon. 
Substansi dari negara socialis legality ini berbeda dengan konsep 
negara hukum rechstaat dan rule of law. Negara hukum socialis legality 
menempatkan hukum di bawah sosialisme, memandang hukum sebagai 
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alat untuk mencapai sosialisme, atau dengan kata-kata mereka ia 
merupakan kemenangan sosialis di atas hukum. Dengan dasar ini, Bagir 
Manan (1995:19) menyatakan, dengan demikian bagi konsep socialis 
legality, hukum adalah instrumen (alat) kebijaksanaan dalam bidang 
ekonomi dan sosialis (instrument of economy and social policy). 
Dalam pertumbuhan ilmu dan hukum, konsep negara hukum 
menempatkan pula suatu konsep yang disebut nomokrasi Islam, yang 
secara teori memperlihatkan kaitan negara hukum dengan hukum Islam. 
Menurut Zairin Harahap (2002:4), nomokrasi Islam merupakan kekuasaan 
yang didasarkan pada hukum Islam yang berasal dari Allah, karena Tuhan 
itu abstrak dan hanya hukumnya yang konkret. 
Seperti juga konsep negara hukum yang lain, maka konsep 
nomokrasi Islam mempunyai karakteristik tersendiri dengan prinsip-prinsip 
menurut Tahir Azhari (2004:20) sebagai berikut: 
1. Prinsip kekuasaan sebagai amanah; 
2. Prinsip musyawarah; 
3. Prinsip keadilan; 
4. Prinsip persamaan; 
5. Prinsip pengakuan dan perlindungan hak azasi manusia; 
6. Prinsip peradilan bebas; 
7. Prinsip perdamaian; 
8. Prinsip kesejahteraan; dan 
9. Prinsip ketaatan rakyat. 
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Konsep negara hukum yang disebutkan tadi, kelahirannya diwarnai 
oleh hal-hal yang berbeda-beda. Rechstaat lahir dari usaha keras 
menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner, sedangkan konsep 
the rule of law berkembang secara evolusi. Kalau kita hendak mendapat ciri 
dari kedua konsep ini, maka akan kelihatan jika rechstaat bertumpu pada 
sistem hukum kontinental yang disebut civil law, sedang konsep the rule of 
law bertumpu pada common law. Hal ini diterangkan oleh Philipus M. 
Hadjon (1987:72) yang menyatakan bahwa konsep rechstaat lahir dari 
suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, 
sebaliknya konsep the rule of law berkembang secara evolusioner. Hal ini 
terlihat dari ciri rechstaat dan the rule of law. Konsep rechstaat bertumpu 
atas sistem hukum kontinental yang disebut civil law atau modern roman 
law, sedang konsep the rule of law bertumpu atas sistem hukum yang 
disebut common law. 
Apakah kedua sistem hukum yang dimaksud sama dengan konsep 
hukum di Indonesia. Menurut Achmad Ruslan (2012:21) latar belakang 
yang menjadi tumpuan konsep-konsep rechstaat dan the rule of law 
berbeda dengan latar belakang Negara Republik Indonesia, sehingga 
konsep negara hukum tidaklah dengan begitu saja disamakan dengan 
konsep rechstaat maupun konsep the rule of law. Walaupun konsep negara 
hukum mendapat pengaruh dari konsep rechstaat maupun dari the rule of 
law, demikian halnya dengan konsep socialis legality yang dianut oleh 
negara-negara sosialis dan komunis. 
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Dalam konsep rechstaat yang liberal melarang negara untuk 
mencampuri usaha kemakmuran rakyat, sebagaimana yang dikemukakan 
Immanuel Kant, sedangkan menyangkut dalam Fredrich Julius Stahl yang 
termuat dalam buku Oemar Seno Adji (1980:31) menolak absolut monarki 
dan bahwa konsep rechstaat memiliki empat unsur, yaitu: 
1. Hak-hak dasar manusia; 
2. Pembagian kekuasaan; 
3. Pemerintahan berdasarkan pemerintahan; dan 
4. Peradilan tata usaha negara. 
Selain dari keempat konsep negara hukum yang dikemukakan di 
atas, maka untuk Negara Republik Indonesia, dikenal pula istilah negara 
hukum Pancasila. Penamaan negara hukum Pancasila ini mendapat 
legalitas dari Philipus M. Hadjon (1987:72) yang menyatakan, dalam 
perbandingan istilah negara hukum dengan istilah demokrasi yang diberi 
atribut Pancasila adalah tepat, istilah negara hukum diberi atribut Pancasila 
juga, sehingga menjadi Negara Hukum Pancasila. 
Perbincangan mengenai negara hukum dari banyak kalangan 
seperti salah satu yang disebutkan di atas, melahirkan banyak pertanyaan, 
apakah negara hukum Pancasila itu berasal dari konsep rechstaat atau the 
rule of law. Menurut Philipus M. Hadjon (1987:85), jika dibandingkan 
konsep rechstaat, the rule of law dan negara hukum Pancasila, ketiganya 
memiliki kesamaan, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi 
manusia. Sedangkan perbedaannya dengan konsep negara hukum 
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Pancasila ialah bahwa rechstaat dan the rule of law mengedepankan 
konsep hak asasi manusia sebagai titik sentral. Bagi Negara Republik 
Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara 
pemerintah dan rakyat berdasarkan atas kekeluargaan atau gotong royong. 
Untuk melindungi hak asasi manusia dalam konsep the rule of law 
mengedepankan prinsip equality before the law, dan dalam konsep 
rechstaat mengedepankan wetmatigheid kemudian menjadi 
rechtmatigheid. Untuk Indonesia yang mengedepankan keserasian 
hubungan antara pemerintah dan rakyat yang mengedepankan asas 
kerukunan, yang merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan. Dalam 
hubungan pemerintah dan rakyat, dari asas kerukunan ini, akan 
berkembang elemen lain, yaitu terciptanya hubungan fungsional yang 
proporsional antara alat-alat kekuasaan negara. 
Konsep negara hukum Pancasila, pada hakikatnya merupakan 
suatu konsep negara hukum yang sudah bersinergi antara negara hukum 
rechtstaat dan the rule of law ditambah dengan pandangan hidup dan adat 
istiadat bangsa Indonesia yang ada sejak dahulu serta berkembang sampai 
sekarang. 
Untuk menunjukkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah 
negara hukum, yang disebut dengan negara hukum Pancasila, adalah 
dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, yang dalam 
Pembukaannya mencantumkan Pancasila itu sendiri. Kemudian dalam Bab 
III yang mengatur tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, pada Pasal 4 
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ayat (1) diatur bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 
menurut Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam Bab VII Pasal 19 Ayat 
(2) ditegaskan, susunan DPR diatur oleh undang-undang. Dalam UUUD 
NRI Tahun 1945 diatur pula tentang kekuasaan kehakiman, seperti 
tercantum dalam Bab IX Pasal 24 yang menegaskan bahwa kekuasaan 
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk 
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
Dari konsep mengenai negara hukum, jika dianalisis sebagaimana 
pengaturan dalam UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 
maka jelas Indonesia adalah negara hukum yang jika diikuti teori yang telah 
dikemukakan di atas, maka penyebutannya menjadi Indonesia adalah 
negara hukum Pancasila.  
 
2. Menurut Undang-undang Pemerintahan Daerah 
Sejak Negara Republik Indonesia merdeka, sudah beberapa kali 
diadakan penggantian undang-undang atau aturan perundang-undangan 
yang mengatur pemerintahan daerah. Hal ini mengikuti pola yang diatur 
dalam UUD, yang juga beberapa kali berganti dan mengalami perubahan, 
dari tahun 1999 hingga tahun 2002. 
Perubahan konstitusi dalam hal ini UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 telah mengubah paradigma kehidupan berbangsa 
dan bernegara, yang mengubah pula corak dan format kelembagaan serta 
mekanisme hubungan antar lembaga negara di Indonesia. Dalam suasana 
UUD Tahun 1945 yang belum diamandemen atau belum diubah, 
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Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan UU No. 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian setelah UUD Tahun 1945 
diamandemen sebanyak empat kali, maka UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah mengalami perubahan pula dengan terbitnya UU No. 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. 
Berkaitan dengan judul skripsi ini, mengenai pemilihan pimpinan 
daerah menurut UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, 
maka akan dijelaskan tentang pemilihan pimpinan daerah menurut 
undang-undang pemerintahan daerah sebelum amandemen UUD Tahun 
1945, dan juga tentang pemerintahan daerah sesudah amandemen UUD 
Tahun 1945. 
a. Pemilihan Pimpinan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999  
Isi dan jiwa yang terkandung dalam Pasal 18 UUD Tahun 1945 
sebelum diamandemen menjadi dasar dalam menyusun serta mengatur 
pemerintahan daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999. Adapun pokok pikiran 
yang termuat dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 2002 adalah sebagai 
berikut: 
a. Sistem ketatanegaraan Indonesia wajib menjalankan prinsip 
pembagian kewenangan berdasarkan asas dekonsentrasi dan 
desentralisasi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik 
Indonesia; 
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b. Daerah dibentuk berdasarkan asas desentralisasi dan dekonsentrasi 
adalah daerah provinsi, sedangkan daerah yang dibentuk 
berdasarkan asas desentralisasi adalah daerah kabupaten dan kota. 
Daerah yang dibentuk dengan asas desentralisasi berwenang untuk 
menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat; 
c. Pembagian daerah di luar daerah provinsi dibagi habis ke dalam 
daerah otonom. Dengan demikian wilayah administrasi yang berada 
dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dapat dijadikan Daerah 
Otonom atau dihapus. 
d. Kecamatan yang menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 
sebagai wilayah administratif dalam rangka dekonsentrasi menurut 
undang-undang ini, kedudukannya diubah menjadi perangkat 
daerah kabupaten atau daerah kota. 
Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam UU No. 22 
Tahun 1999 ditetapkan juga prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut: 
a. Digunakannya asas desentralisasi secara utuh dan bulat, dan tugas 
pembantuan;  
b. Penyelenggaraan asas desentralisasi secara utuh dan bulat yang 
dilaksanakan di daerah Kabupaten dan daerah kota; dan  
c. Asas tugas pembantuan yang dapat dilaksanakan di daerah 
provinsi, daerah kabupaten, daerah Kota, dan desa.  
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Pimpinan daerah dalam hal ini kepala daerah, baik kepala daerah 
provinsi, kabupaten dan kota harus memenuhi persyaratan tertentu, yang 
intinya agar kepala daerah selalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
memiliki etika dan moral, berpengetahuan dan berkemampuan sebagai 
pimpinan pemerintahan, berwawasan kebangsaan serta mendapatkan 
kepercayaan rakyat. Dalam hal ini kepala daerah di samping sebagai 
pimpinan pemerintahan sekaligus adalah pimpinan daerah dan pengayom 
masyarakat, sehingga kepala daerah harus mampu berpikir, bertindak, dan 
bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa, negara, dan 
masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran. 
Oleh karena itu, dari kelompok atau etnis dan keyakinan manapun kepala 
daerah harus bersikap arif, bijaksana, jujur, adil, dan netral. 
Menurut undang-undang ini, dalam menjalankan tugas dan 
kewajiban pemerintah daerah, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD 
provinsi, sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, 
gubernur bertanggung jawab kepada presiden. Sementara itu dalam 
penyelenggaraan otonomi daerah kabupaten dan kota, bupati dan walikota 
bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota dan berkewajiban 
memberikan laporan kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam 
rangka pembinaan dan pengawasan. 
Untuk mengisi jabatan pimpinan daerah dalam era berlakunya UU 
No. 22 Tahun 1999, dalam hal ini gubernur, bupati/walikota dan wakilnya 
masing-masing di setiap daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia 
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dengan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UU No. 22 
Tahun 1999, yakni sebagai berikut: 
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
b. Setia dan taat kepada negara Kesatuan Republik Indonesia dan 
pemerintah yang san; 
c. Tidak pernah terlibat dalam kegiatan yang menghianati NKRI yang 
berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 yang dinyatakan dengan surat keterangan 
Ketua Pengadilan Negeri;  
d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas 
dan/atau sederajat; 
e. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun;  
f. Sehat jasmani dan rohani;  
g. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;  
h. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;  
i. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan 
pengadilan negeri; 
j. Mengenal daerah dan dikenal oleh masyarakat daerahnya;  
k. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi; dan  
l. Bersedia dicalonkan menjadi kepala daerah.  
Sebelum menguraikan lebih lanjut tentang pemilihan kepala daerah 
pada masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, maka ada hal yang perlu 
mendapat perhatian, yakni tentang pertanggungjawaban kepala daerah, 
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dalam ha! ini gubernur. Dalam undang-undang yang dimaksud di atas, 
pada Pasal 31 ayat (1) disebutkan bahwa kepala daerah provinsi disebut 
gubernur, yang karena jabatannya adalah juga sebagai wakil pemerintah, 
Maksud dari wakil pemerintah adalah gubernur merupakan wakil 
pemerintah pusat yang ada di daerah. Selanjutnya dalam ayat (4) 
menyebutkan, dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, gubernur 
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Sedangkan 
gubernur dalam menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan 
bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi. Dengan demikian, gubernur 
mempunyai pertanggungjawaban kembar, yakni dalam menjalankan tugas 
dan kewajiban pemerintahan bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi, 
sedangkan dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah, bertanggung 
jawab kepada presiden. 
Untuk daerah kabupaten, kepala daerah disebut bupati, dan untuk 
daerah kota kepala daerahnya disebut walikota, yang dalam menjalankan 
tugas dan kewenangannya selaku kepala daerah bertanggung jawab 
kepada DPRD masing-masing (Pasal 32). Sebagai kepala eksekutif, kepala 
daerah dibantu oleh seorang wakil kepala daerah. 
Dalam mengisi jabatan kepala daerah, dalam hal ini gubernur, 
bupati/Walikota dipilih oleh DPRD. Untuk gubernur melalui siding pemilihan 
di DPRD Provinsi, bagi bupati dan walikota masing-masing melalui DPRD 
Kabupaten/Kota yang ada di daerah masing-masing. Disamping itu secara 
bersamaan pula DPRD memilih wakil gubernur, wakil bupati/walikota. Jadi 
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dalam hal ini kepala daerah dipilih oleh DPRD secara bersamaan, dimana 
gubernur dipilih secara berpasangan dengan wakilnya, bupati dipilih secara 
berpasangan dengan wakilnya, dan walikota dipilih secara bersamaan 
dengan waki! walikota. 
Sebagaimana uraian di atas, bahwa Undang-undang Nomor 22 
tahun 1999 mengatur tentang pemilihan pimpinan daerah, yaitu gubernur 
dan wakil gubemur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, 
dilakukan melalui DPRD, baik provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. 
Untuk menjelaskan mengapa pemilihan kepala daerah dilakukan melalui 
DPRD, maka harus kembali kepada UUD sebelum diamandemen, yaitu 
UUD Tahun 1945 sebelum mengalami perubahan seperti sekarang, karena 
UU No. 22 Tahun 1999 dibuat sebelum adanya perubahan. Perlu diingat 
bahwa perubahan pertama UUD Tahun 1945 baru dilakukan pada tanggal 
19 Oktober 1999, sedangkan UU No. 22 Tahun 1999 diundangkan pada 
tanggal 7 Mei 1999. 
Undang-Undang dasar 1945 sebelum diamandemen mengatur 
tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 18 dengan menyatakan: 
Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan 
undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar 
permusyawaratan dan system pemerintahan negara, dan hak-hak 
asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. 
 
Rumusan dalam Penjelasan UUD Tahun 1945 sebelum 
diamandemen menyatakan 'Oleh karena Negara Indonesia itu suatu 
eenheidsstaat, maka Indonesia tidak akan mempunyai daerah dalam 
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lingkungannya yang bersifat saat juga. Daerah Indonesia akan dibagi 
dalam daerah provinsi, dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah 
kecil. Di daerah yang bersifat otonomfstmek dan localeredtsgemen 
schappen atau bersifat daerah administrative belaka, semuanya menurut 
aturan yang akan ditetapkan dengan undang-undang. Di daerah-daerah 
yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah, oleh karena 
di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan. 
Dalam territory Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 zailfbesturende 
landchappen dan volksgemeenschappen, seperti desa di Jawa dan Bali, 
Nagari di Minangkabau, Dusun dan Marga di Palembang dan sebagainya. 
Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat 
dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Republik 
Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah yang istimewa tersebut 
dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah itu akan 
menghormati hak-hak asal usul daerah. 
Dari penjelasan UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 
1945 sebelum diamandemen sebagaimana telah disebutkan, dikatakan di 
daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan 
daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar 
permusyawaratan. Jika dianalisis, maka apa yang disebutkan tadi menjadi 
dasar terbentuknya DPRD. Hal ini menunjukkan pula bahwa pemerintahan 
daerah bersendikan permusyawaratan rakyat atau demokrasi. Penjelasan 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut 
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merupakan salah satu cikal bakal pembentukan DPRD atau badan legislatif 
daerah, yang kemudian diatur dalam undang-undang, dan aturan 
perundang-undangan yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara 
lain UU No. 5 Tahun 1974 dan UU No. 22 Tahun 1999. 
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
mengatur bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, 
merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan 
Pancasila, yang merupakan badan legislatif, yang mempunyai kedudukan 
setelah dan sejajar serta menjadi mitra dari pemerintah daerah. Anggota 
DPRD dalam masa berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, dipilih secara 
bersamaan dengan anggota DPR dan anggota MPR. Hal mana dalam 
undang-undang yang dimaksud hanya menyatakan keanggotaan DPRD 
dan jumlah anggota DPRD ditetapkan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, yang berarti merujuk kepada UU No. 4 Tahun 1999 
tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan rakyat Daerah yang 
antara lain mengatur keanggotaan DPRD. 
Selanjutnya dalam memilih pemangku jabatan kepala daerah, balk 
provinsi maupun kabupaten/kota, UU No. 22 Tahun 1999, Pasal 18 ayat 
(1a) mengatur sebagai berikut: 
(1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang: 
a. Memilih gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, 
walikota/wakil walikota. 
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Selanjutnya dalam huruf c dinyatakan 'mengusulkan pengangkatan 
dan pemberhentian gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, 
walikota/wakil walikota'. 
Suatu hat yang sangat menarik tentang DPRD adalah dalam 
melaksanakan tugasnya berhak meminta pejabat negara, pejabat 
pemerintah atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang 
suatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan negara, bangsa, 
pemerintahan, dan pembangunan. Apabila dari mereka yang disebutkan di 
atas menolak untuk memberikan keterangan, maka yang bersangkutan 
diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. Dengan adanya 
sanksi terhadap orang-orang atau pejabat yang tidak mau memberikan 
keterangan seperti di atas, menunjukkan betapa kuatnya kedudukan 
DPRD. 
Sebagaimana telah disebutkan tentang kepala daerah, baik 
gubernur, bupati/walikota adalah kepala daerah otonom. Daerah otonom 
adalah kesatuan masyarakat hokum yang mempunyai batas daerah tertent, 
berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan 
NKRI. Selanjutnya yang dimaksud otonomi daerah adalah kewenangan 
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan prakarsa sendiri 
berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 
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Setiap daerah otonom atau daerah dipimpin oleh seorang kepala 
daerah. Untuk memilih kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan walikota, 
harus memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan terdahulu. Dalam 
pemilihan kepala daerah dilakukan secara berpasangan dengan wakilnya. 
Jadi gubernur dengan wakil gubernur, bupati dengan wakil bupati, walikota 
dengan wakil walikota. 
Sejalan dengan Pasal 18 Undang-undang No. 22 Tahun 1999 yang 
juga mengatur tugas dan wewenang DPRD, maka dalam Pasal 34 Ayat (1) 
dinyatakan bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dilakukan oleh DPRD melalui pemilihan secara bersamaan. Arti dari 
pasal ini bahwa pengisian jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
apakah gubernur dan wakilnya, bupati dengan wakilnya, dan walikota 
dengan wakilnya, dipilih melalui Dewan Perwakilan rakyat Daerah 
masing-masing daerah, pemilihan mana merupakan pemilihan secara 
demokratis. Dalam hal ini pengertian secara demokratis dilakukan karena 
yang mengatur tentang aturan pemerintahan daerah adalah 
undang-undang yang berarti produk yang telah disetujui antara DPR 
dengan Presiden , yang untuk jelasnya sebagai berikut: 
1. Undang-Undang dasar 1945 mengatur dalam Pasal 5 Ayat (1) 
bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang 
dengan persetujuan DPR; 
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2. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah adalah 
undang-undang organik yang dibuat oleh pemerintah/presiden 
bersama DPR; 
3. Di dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
dalam Pasal 34 menyatakan pengisian jabatan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah dilakukan DPRD secara bersamaan; 
4. Dalam pencalonan dan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah dibentuk panitia pemilihan, dimana ketua dan para wakil 
ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan wakil ketua 
merangkap anggota (Pasal 57 ayat (3) dan (4)) dan sekretaris DPRD 
adalah sekretaris panitia pemilihan; 
5. Pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah 
dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri 
sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota DPRD (Pasal 
39 ayat (1)), dan apabila belum mencapai korum, pimpinan rapat 
dapat menunda satu jam dan apabila masih belum korum lagi, maka 
ditunda satu jam lag! dan selanjutnya sesudah itu pemilihan calon 
kepala daerah dilanjutkan (Pasal 39 ayat (2) dan (3)); 
6. Setelah pemilihan calon kepala daerah dan calon wakil kepala 
daerah seperti pada butir 5 di atas, maka dilaksanakan pemilihan 
kepala daerah secara langsung, bebas, rahasia, dan jujur (Pasal 40 
ayat (1)), di mana setiap anggota DPRD memberikan 1 (satu) suara 
pada calon yang dipilihnya (Pasal 40 ayat( 2)); 
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7. Sehubungan dengan butir 6 di atas, maka calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah yang mendapatkan suara terbanyak, dilantik 
menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pasal 40 ayat (3)) 
yang mempunyai masa jabatan lima tahun, yang dapat dipilih 
kembali dalam satu kali masa jabatan lagi (Pasal 41); 8. Kepala 
daerah dilantik oleh presiden atau pejabat lain yang ditunjuk untuk 
itu, dan sebelum memangku jabatan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah terlebih dahulu mengucapkan sumpah/janji (Pasal 42 ayat 
(1) dan (2)). 
Dari apa yang diuraikan sebagaimana diatur dalam UU No. 22 
Tahun 1999, menunjukkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dilakukan secara demokratis, melalui wakil-wakil rakyat 
selaku anggota DPRD dalam siding paripurna DPRD. 
b. Pemilihan Pimpinan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 22 
Tahun 2004 ten tang Pemerintahan Daerah 
Setelah dilakukannya amandemen DUD Tahun 1945 yang 
mengamanatkan antara lain tentang pemerintahan daerah yang berwenang 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas 
otonomi dan tugas pembantuan, hal mana tidak lain dimaksudkan untuk 
mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan 
pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. selain dari itu 
diharapkan agar daerah mampu memperhatikan prinsip demokrasi, 
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pemerataan keadilan keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan 
keanekaragaman daerah. 
Selain apa yang disebutkan di atas, Penjelasan UU No. 32 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan pula bahwa pemerintah 
daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas 
penyelenggaraan otonomi daerah, yang juga perlu adalah daerah 
memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar 
pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Juga 
menyangkut aspek hubungan keuangan, pelayanan, dan pemanfaatan 
sumber daya alam dan sumber daya lain. Selanjutnya perlu diperhatikan 
peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang tidak lain agar 
mampu menjalankan perannya tersebut, maka diberikannya kewenangan 
yang seluas-luasnya kepada daerah disertai pemberian hak dan kewajiban 
dalam menyelenggarakan otonomi daerah dalam NKRI. 
Diadakannya perubahan UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
pemerintahan Daerah menjadi UU No. 32 Tahun 2004, di samping karena 
adanya amandemen UUD Tahun 1945, juga memperhatikan beberapa 
Ketetapan MPR, seperti Ketetapan MPR No. IV/MPR/2000 tentang 
Rekomendasi Kebijakan-kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi 
Daerah dan Ketetapan MPR Rl No. VI/MPR/2002 tentang Rekomendasi 
atas Laporan Pelaksanaan Putusan MPR Rl oleh Presiden, DPA, DPR, 
BPK, dan MA. 
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Seperti yang disebutkan di atas, UUD Negara Kesatuan Republik 
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kepada pemerintah daerah 
dengan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. 
Adanya pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan tidak lain untuk 
mempercepat tercapainya kesejahteraan rakyat Tugas pemerintah daerah 
adalah melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta 
masyarakat. 
Di samping hal itu, melalui dasar pemikiran dalam Penjelasan Umum 
UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, seperti tadi 
dikatakan melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan 
daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan 
keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman 
daerah dalam sistem NKRI. 
Prinsip otonomi daerah dalam UU No. 32 Tahun 2004 menggunakan 
prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian bahwa daerah diberikan 
kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar 
yang diurus oleh pemerintah pusat. Sehubungan dengan hal tersebut 
dilaksanakan juga prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. 
Prinsip otonomi nyata, menurut penjelasan umum dalam bagian 
dasar pemikiran UU No. 32 Tahun 2004 adalah suatu prinsip bahwa untuk 
menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, 
wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk 
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hid up dan berkembang sesuai dengan potensi kekhasan daerah dengan 
demikian isi dan jenis otonomi bagi daerah tidak sama. 
Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab 
adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar 
sejalan dengan tujuan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya 
memberdayakan daerah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan 
rakyat yang merupakan salah satu tujuan utama cita-cita Negara secara 
nasional. 
Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu bertujuan 
peningkatan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi harus pula memperhatikan 
aspirasi masyarakat, di samping itu pula harus memperhatikan hubungan 
antar daerah. Keserasian antar daerah dimaksudkan terjadinya kerja sama 
antar daerah yang satu dengan daerah lainnya. Hal ini dimaksudkan agar 
mampu memelihara dan menjaga keutuhan NKRI dalam rangka 
mewujudkan tujuan negara. 
Pemerintahan daerah adalah pelaksanaan fungsi-fungsi 
pemerintahan yang dikepalai oleh kepala daerah dan dilaksanakan 
bersama DPRD. Kepala daerah dalam hal ini dipilih secara demokratis 
sebagaimana amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18. Dalam pelaksanaan 
Pasal 18 ayat (4) ini telah terbit UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati dan walikota 
sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya. 
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Dalam penyelenggaraannya pemerintahan sehari-hari kepala 
daerah dibantu perangkat daerah yang merupakan unsur staf yang 
membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi yang wadahnya adalah 
sekretariat daerah. Sedangkan kebijakan kepala daerah yang bersifat 
spesifik dilakukan oleh dinas daerah. 
Kembali lagi ke hal pokok bahwa setiap daerah baik provinsi, 
kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan yang disebut 
kepala daerah. Ha! mana diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, Pasal 24 Ayat 1. Penyebutan kepala daerah bagi 
pemangku jabatan kepala daerah provinsi adalah gubernur, untuk 
kabupaten disebut sebagai bupati, sedangkan untuk kota disebut walikota 
(Pasal 24 ayat (2) dan (3)). Hal ini kami ulang-ulangi tidak lain agar uraian 
dalam skripsi ini menjadi jelas dan dimengerti. 
Pemilihan kepala daerah dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur 
serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota diselenggarakan oleh suatu badan yang independen yaitu Komisi 
Pemilihan Umum Daerah (KPUD). Pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah dilaksanakan secara bersamaan dan demokratis 
berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 
Suatu pertanyaan yang timbul, dari mana asal calon-calon kepala 
daerah yang dimaksud, oleh UU No. 32 Tahun 2004 dalam Pasal 56 ayat 
(2) dikatakan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau 
gabungan partai politik. Selain itu diatur pula pada Pasal 59 ayat (1), 
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sedangkan calon kepala daerah yang berasal dari Parpol juga dibuka 
kesempatan kepada calon secara perseorangan. yang akan diproses 
sesuai yang dimaksud Pasal 58 yang dilakukan secara demokratis dan 
transparan, hal mana diatur lebih lanjut dalam Pasal 59 ayat (3) UU No. 32 
Tahun 2004. 
Suatu hal yang penting tentang proses penetapan calon kepala 
daerah yaitu adanya diatur tentang pendapat dan tanggapan masyarakat 
terhadap calon-calon kepala daerah yang mendaftar. Hal ini dimaksudkan 
untuk mengetahui secara luas kepribadian dan tingkah laku para calon 
dalam masyarakat. Sebab jangan sampai seorang calon berperilaku tercela 
selama ini dalam masyarakat. Perilaku calon tentu tidak semuanya 
diketahui oleh panitia pemilihan dan yang mengetahuinya adalah 
masyarakat setempat. 
Seperti telah dikatakan tadi bahwa KPUD bertanggung jawab 
kepada DPRD, meskipun DPRD dalam pekerjaan sehari-harinya 
mengawasi pelaksanaan jalannya pemerintahan daerah, akan tetapi dalam 
pemilihan kepala daerah, DPRD tidak berfungsi sebagai pengawas 
langsung akan tetapi ditugaskan kepada suatu badan pengawasan, juga 
dalam hal DPRD sebagai badan yang menerima tanggung jawab KPUD. 
Dalam UU No. 32 Tahun 2004 pada Pasal 57 ayat (3) menyebutkan 
bahwa dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah yang anggotanya terdiri dari unsur kepolisian, 
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kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat. Anggota panitia 
pengawas terdiri dari lima orang bagi provinsi, lima orang untuk 
kabupaten/kota dan tiga orang untuk kecamatan. Keanggotaan panitia 
pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota 
untuk ditetapkan oleh DPRD, panitia pengawas ini bertanggung jawab 
kepada DPRD. 
Pemilihan kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan dan 
tahap pelaksanaan. Menurut Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, 
masa persiapan meliputi: 
1. Pemberitahuan DPRD kepada Kepafa Daerah mengenai 
berakhirnya masa jabatan; 
2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah; 
3. perencanaannya penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan 
jadwal tahapan pemilihan kepala daerah; 
4. Pembentukan panitia pengawas PPK, PPS, dan KPPS; 
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantauan 
 
Masa pelaksanaan meliputi: 
1. Penetapan daftar pemilih; 
2. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah; 
3. Kampanye; 
4. Pemungutan suara; 
5. Perhitungan suara; 
6. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
terpilih, pengesahan dan pelantikan. 
 
Tata cara masa persiapan dan masa pelaksanaan diatas diatur oleh 
KPUD dengan selalu berpedoman kepada peraturan pemerintah. 
Seperti yang telah disebutkan bahwa KPUD merupakan lembaga 
independen yang melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
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daerah, maka dalam hal ini KPUD mempunyai tugas dan wewenang dalam 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai 
yang diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut: 
1. Merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah; 
2. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan 
dan perundang-undangan; 
3. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua 
tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah; 
4. Menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye serta 
pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah; 
5. Meneliti persyaratan calon kepala daerah dan calon wakil kepala 
daerah yang diusulkan; 
6. Menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat; 
7. Menerima pendaftaran dan mengumpulkan tim kampanye; 
8. Mengumpulkan laporan sambungan dana kampanye; 
9. Menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan 
mengumpulkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah; 
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10. Melakukan evaluasi pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah; 
11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan 
perundang-undangan; 
12. Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye 
dan mengumpulkan hasil audit. 
Tahapan penyelenggaraan pilkada di atas balk untuk memilih 
gubernur dan wakil gubernur, maupun dalam memilih bupati dan wakil 
bupati, walikota dan wakil walikota merupakan tahapan pilkada yang 
menjadi hak KPUD Provinsi untuk menetapkan dan melaksanakan 
tahapan-tahapan tersebut. Hal mana diatur dalam Pasal 66 UU No. 32 
Tahun 2004 ayat (2) menyatakan 'Dalam penyelenggaraan pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Kabupaten/Kota adalah bagian 
pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD 
Provinsi'. 
Satu hal yang perlu menjadi perhatian yaitu meskipun KPU/KPUD 
dikatakan sebagai suatu lembaga penyelenggaraan pilkada yang 
independen, namun dalam melaksanakan pilkada tetap ada campur tangan 
DPRD. Hal mana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 
yang menyatakan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: 
a) Memberitahukan kepada kepala daerah mengenai berakhirnya 
masa jabatan; 
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b) Mengusulkan pemberhentian kepala daerah mengenai berakhirnya 
masa jabatan dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah terpilih; 
c) Melakukan pengawasan pada setia tahapan pelaksanaan pemilihan; 
d) Membentuk panitia pengawasan; 
e) Meminta pertanggungjawaban tugas KPUD; 
f) Menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan visi, 
misi, dan program dari pasangan kepala dan wakil kepala daerah. 
Campur tangan DPRD terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah 
berupa pengawasan. Pembentukan panitia pengawas seperti tersebut 
pada butir c dan d di atas adalah merupakan bentuk intervensi dari 
independensi KPUD. Sebab DPRD di sini mengadakan pengawasan dalam 
pelaksanaan kerja panitia pemilihan. Dalam prakteknya ketika KPUD 
sedang melaksanakan tugas pemilihan, tak jarang DPRD memberikan 
reaksi atas pekerjaan KPUD tersebut Jadi dalam ha! Ini KPUD tidaklah 
sepenuhnya independen dalam menyelesaikan tugasnya. 
Di samping DPRD bertindak sebagai pengawas pekerjaan KPUD, 
DPRD juga membentuk panitia pengawas sebagaimana pada Pasal 66 
ayat (3) butir c UU No. 32 Tahun 2004. Panitia pengawas bentukan DPRD 
diatas bertanggung jawab kepada DPRD. Adapun tugas dan wewenang 
panitia pengawas yang dibentuk oleh DPRD adalah: 
a) Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah; 
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b) Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan 
pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah; 
c) Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah; 
d) Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan 
kepada instansi yang berwenang; 
e) Mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada 
semua tingkatan. 
Satu hal yang sangat penting dalam Pemilu juga dalam Pilkada 
adalah para pemilih. Siapakah yang berhak menyandang gelar sebagai 
pemilih. Untuk hal ini Pasal 68 UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan bahwa 
pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara 
pemilih Sudan berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah kawin. 
Di samping persyaratan umur yang disebutkan ada 
persyaratan-persyaratan lain yang disebutkan dalam Pasal 66 UU No. 32 
Tahun 2004 yaitu: 
1. Untuk dapat menggunakan hak pilih, WNI harus terdaftar sebagai 
pemilih; 
2. Untuk didaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) harus memenuhi syarat: a) nyata-nyata tidak terganggu 
jiwa atau ingatannya; b) tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap; 
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3. Seorang WNI yang terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak 
lagi memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) 
tidak dapat menggunakan hak pilihnya. 
Dalam setiap Pilkada yang selalu menjadi masalah adalah daftar 
pemilih. Hal disebabkan, kadang-kadang daftar pemilih tidak sesuai dengan 
keadaan dan daftar penduduk di suatu kelurahan/desa, RW, dan RT 
setempat. Ketidaksesuaian daftar pemilih di suatu tempat baru diketahui 
diedarkannya undangan untuk memilih, karena ternyata ada undangan 
yang diserahkan ke rumah tangga di suatu tempat, tetapi orang yang 
diundang tidak dikenal, atau tidak bertempat tinggal di tempat tersebut 
Malahan orang-orang yang sudah meninggal tetap diundang untuk memilih, 
dan yang paling fatal, karena ada penduduk yang sudah lama bertempat 
tinggal di suatu tempat dan terdaftar resmi sebagai warga setempat, dan 
telah didaftar sebagai pemilih, namun tidak mendapat undangan untuk 
memilih. Kerancuan seperti ini mungkin saja karena kelalaian panitia, juga 
mungkin karena data yang dipakai panitia tidak sama dengan data yang 
ada di kelurahan/desa. 
Persoalan teknis di atas, di samping mungkin ketidakmampuan 
panitia, akan tetapi yang sangat fatal kalau hal-hal seperti di atas 
disebabkan kerja politik dan keberpihakan kepada salah satu pasangan 
calon dari partai politik tertentu. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini dilakukan penelitian untuk memperoleh data 
atau menghimpun berbagai data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data 
yang didapatkan harus mempunyai hubungan yang relevan dengan 
permasalahan yang dikaji, sehingga memiliki kualifikasi sebagai suatu 
sistem ilmiah yang proporsional  
A. Lokasi Penelitian 
Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan maka 
dilakukan di kantor KPUD Provinsi Sulawesi Selatan dan lembaga legislatif 
serta pada salah satu KPUD Kabupaten yang terdapat di Sulawesi Selatan 
dan kantor legislatif. Di samping melakukan wawancara dengan 
masyarakat setempat. Pemilihan lokasi penelitian berdasarkan fakta 
menarik terkait pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Sulawesi 
Selatan.  
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
digolongkan dalam 2 (dua) bagian, yaitu: 
1. Data primer, merupakan data empirik yang diperoleh secara 
langsung di lapangan atau lokasi penelitian melalui teknik 
wawancara dengan sumber informasi, yaitu berasal dari 
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masyarakat, KPUD, partai politik (Parpol) serta semua pihak dari 
instansi terkait; 
2. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan 
melalui literatur atau studi kepustakaan, peraturan 
perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, 
internet, buku-buku, surat kabar, majalah, Koran, dan 
bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah 
yang akan diteliti.  
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan 
tulisan ini, maka dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut: 
1. Penelitian pustaka (library research) 
Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang 
berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan 
literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Di samping itu juga 
data yang diperoleh dari dokumen-dokumen penting maupun dari 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
2. Penelitian lapangan 
Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara: 
a. Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara 
pengamatan langsung dengan objek penelitian;  
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b. Wawancara (interview) langsung kepada pihak yang 
bersangkutan untuk menggali data yang lebih mendalam 
tentang implikasi dan hambatan Pilkada. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis 
secara kualitatif, yaitu analisis kualitatif menggambarkan keadaan-keadaan 
yang nyata dari obyek yang akan dibahas dengan pendekatan yuridis 
formal dan mengacu pada doctrinal hukum, analisis bersifat 
mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk wawancara 
selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pemilihan Kepala Daerah Menurut Undang-undang Nomor 22 
Tahun 1999tentang Pemerintahan Daerah 
Bahwa dalam menghadapi serta siap mengantisipasi keadaan di 
dalam maupun di luar negeri, serta mengantisipasi persaingan global, oleh 
pemerintah memandang perlu memberikan kewenangan luas dengan 
menyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya, nyata dan 
bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional. Hal ini yang 
mendorong pemerintah pada tahun 1999 untuk mengadakan perubahan 
pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, 
melalui UU No. 22 tahun 1999 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di 
Daerah. Hal mana diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan 
pemanfaatan sumber daya mineral, serta dengan perimbangan keuangan 
antara pusat dan daerah, yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip 
demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta 
potensi dan keanekaragaman daerah, yang dilaksanakan dalam kerangka 
NKRI. 
Penggantian UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah menjadi UU No. 22 Tahun 1999, juga disebabkan 
UU No. 5 Tahun 1974 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip 
penyelenggaraan otonomi daerah dan perkembangan keadaan. 
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Penggantian undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan 
daerah sebagaimana disebutkan di atas, didasarkan atas pertimbangan 
Ketetapan MPR Rl No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi 
Pembangunan dalam Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional 
sebagai Haluan Negara. Demikian juga atas Ketetapan MPR Rl No. 
XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan juga Ketetapan MPR Rl No. 
XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan 
Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, 
serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara 
Kesatuan Republik Indonesia; dan juga didasarkan pada UU No. 4 Tahun 
1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat 
dan Dewan Perwakilan Rakyat serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 
UU No. 22 Tahun 1999 tetap menganut desentralisasi sebagaimana 
yang dianut selama ini dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di 
Indonesia. UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan kuat untuk 
menyelenggarakan otonomi dengan memberikan kewenangan yang luas, 
nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah, sebagaimana tertuang 
dalam Ketetapan MPR-RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan 
Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan sumber daya 
nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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Sesuai dengan Ketetapan MPR Rl No. XV/MPR/1998, 
penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan 
kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah 
secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan pembagian dan 
pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan 
keuangan pusat dan daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi 
daerah juga dilaksanakan dengan prinsip demokratis, peran serta 
masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan 
keanekaragaman daerah. 
Selain itu, hal-hal yang sangat mendasar dalam UU No. 22 Tahun 
1999, yaitu diaturnya hal-hal yang mendorong untuk memberdayakan 
masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran 
serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Oleh karena 
itu, undang-undang ini menempatkan otonomi daerah secara utuh pada 
daerah kabupaten dan kota., yang dalam undang-undang sebelumnya, 
yakni UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, 
berkedudukan sebagai kabupaten daerah tingkat II dan kotamadya daerah 
tingkat II. Daerah kabupaten dan daerah Kota tersebut berkedudukan 
sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan 
untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan 
aspirasi masyarakat. 
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan juga UU No. 5 Tahun 1974, 
daerah provinsi berkedudukan sebagai daerah otonom dan sekaligus 
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sebagai daerah administratif atau wilayah administratif. Artinya provinsi 
melaksanakan juga kewenangan pemerintah pusat yang didelegasikan 
kepada gubernur. Daerah provinsi tidak lagi merupakan pemerintah otonom 
dari daerah kabupaten dan daerah kota, yang dengan demikian daerah 
Provinsi tidak mempunyai hubungan secara hirarkis dengan daerah 
kabupaten dan daerah kota. 
Pertimbangan yang disebutkan dalam UU No. 22 Tahun 1999, 
mengapa daerah provinsi dijadikan otonom dan daerah administratif, 
disebutkan dalam Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999, sebagai berikut: 
1. Untuk memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; 
2. Untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang bersifat lintas 
daerah kabupaten dan daerah kota serta melaksanakan 
kewenangan daerah otonomi daerah yang belum dapat 
dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota; 
3. Untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu yang 
dilimpahkan dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi. 
UU No. 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan otonomi kepada 
daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan kepada asas desentralisasi 
saja dalam wujud otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemberian 
otonomi ini tidak sama pemberian otonomi yang diatur pada peraturan 
perundang-undangan sebelumnya dengan prinsip otonomi yang nyata dan 
bertanggung jawab, dengan penekanan pada otonomi yang lebih 
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merupakan kewajiban dari pada hak. Kewenangan otonomi luas adalah 
keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang 
mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan, kecuali 
kewenangan di bidang pemerintahan luar negeri, yaitu kewenangan di 
bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan 
fiskal, agama, serta kewenangan di bidang lainnya yang akan ditetapkan 
dengan peraturan pemerintah. Keleluasaan otonomi ini mencakup juga 
kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraan, mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi. 
Selanjutnya otonomi yang nyata, dalam pengertian bahwa 
merupakan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan 
pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata dan diperlukan, serta 
tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. 
Kemudian yang dimaksud otonomi yang bertanggung jawab adalah 
merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban sebagai konsekwensi 
pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan 
kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan 
pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan 
masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi 
antara pusat dan daerah, dalam rangka menjaga keutuhan NKR1. 
Untuk daerah provinsi, otonomi diberikan secara terbatas yang 
meliputi kewenangan lintas kabupaten dan kota, dan kewenangan yang 
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tidak atau belum dilaksanakan oleh daerah kabupaten dan daerah kota, 
serta kewenangan di bidang pemerintahan tertentu lainnya. 
Berdasarkan prinsip-prinsip pemberian otonomi daerah, dalam UU 
No. 22 Tahun 1999, maka 4 prinsip sebagai pedoman, yaitu: 
1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan potensi dan 
keanekaragaman daerah; 
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata 
dan bertanggung jawab; 
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan nyata diletakkan pada 
daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah 
provinsi merupakan otonomi yang terbatas; 
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi 
negara, sehingga tetap menjamin hubungan yang serasi antara 
pusat dan daerah serta antar daerah. 
Seperti yang telah dikemukakan bahwa pemilihan kepala daerah 
(gubernur, bupati, dan walikota dan masing-masing wakilnya) melalui cara 
pemilihan yang diatur dalam aturan perundang-undangan, dalam hal ini 
undang-undang pemerintahan daerah. Adapun undang-undang yang 
mengatur pemerintahan daerah, baik sebelum amandemen UUD Tahun 
1945, maupun sesudah amandemen mengatur pemerintahan daerah ini 
secara berbeda. UUD Tahun 1945 dalam Pasal 18, sebelum amandemen, 
mengatur tentang pemerintahan daerah sebagai berikut: 
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Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan 
bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang 
dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem 
pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang 
bersifat istimewa. 
Dalam Penjelasan tentang UUD Tahun 1945 dalam Bab VI 
ditegaskan: 'Oleh karena Negara Indonesia itu suatu eenherdsstaat, maka 
Indonesia tidak akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat 
staat juga. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah 
provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah 
yang bersifat otonom (streek dan locale rechtsgemeenschappen) atau 
bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang akan 
ditetapkan dengan undang-undang. Penjelasan UUD Tahun 1945 inilah 
yang menjadi dasar terbitnya aturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang pemerintahan daerah. Meskipun ada beberapa aturan 
perundang-undangan yang terbit dalam mengatur pemerintahan daerah ini, 
akan tetapi hanya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 
yang akan menjadi acuan dalam tulisan ini, khususnya menyangkut 
pemilihan pimpinan daerah/kepala daerah, dengan alasan pelaksanaan 
undang-undang yang dimaksud sudah cukup memadai, karena baik 
pembuatnya maupun pelaksanaannya sudah lepas dari rezim yang kurang 
demokratis, yang kadang undang-undang hanya merupakan tulisan kertas 
yang tak berguna, disebabkan kekuasaan yang demikian besarnya. 
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Peraturan pemilihan pimpinan daerah/kepala daerah (gubernur, 
bupati, dan walikota) pada masa sebelum berlakunya UU No. 32 Tahun 
2004, yaitu semasa masih berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, yang 
merupakan hasil penelitian lapangan dan penelitian pustaka adalah 
sebagai berikut: 
1. Pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) dilakukan 
secara demokratis melalui DPRD, untuk provinsi melalui DPRD 
provinsi, untuk kabupaten/kota melalui DPRD kabupaten/kota 
(tingkat II); 
2. Dalam memilih kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota) 
dalam era berlakunya UU No. 22 Tahun 1999, kepala daerah 
(gubernur, bupati, dan walikota) dipilih secara berpasangan dan 
bersamaan dengan wakil kepala daerah, yaitu wakil gubernur bag! 
daerah provinsi, wakil bupati bagi kabupaten, dan wakil walikota bagi 
daerah kota; 
3. Untuk pencalonan dan pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati, 
dan walikota) dan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil walikota, 
dibentuk satu panitia pemilihan, di mana Ketua DPRD sebagai ketua 
panitia, sedangkan para Wakil Ketua DPRD masing-masing sebagai 
wakil ketua, dan merangkap sebagai anggota panitia pemilihan. 
Untuk melaksanakan administrasi pemilihan, maka Sekretarls DPRD 
juga sebagai sekretaris panitia pemilihan. 
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4. Tugas panitia pemilihan sebagaimana disebutkan pada butir 3 di 
atas, adalah: 
a. melakukan pemeriksaan berkas identitas dari bakal calon 
berdasarkan pada Pasal 33 UU No. 22 Tahun 1999; 
b. melakukan kegiatan teknis pemilihan calon kepala daerah dan 
wakil calon wakil kepala daerah; 
c. panitia pemilihan adalah penanggung jawab penyelenggaraan 
pemilihan; 
d. bakal calon kepala daerah dan bakal calon wakil kepala daerah 
yang memenuhi persyaratan sesuai hasil pemeriksaan panitia 
pemilihan, diajukan kepada DPRD untuk ditetapkan sebagai 
calon kepala daerah. 
e. penjaringan bakal calon kepala daerah dilakukan oleh setiap 
fraksi sesuai syarat-syarat yang ditentukan oleh Pasal 33 UU No. 
22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Kemudian 
fraksi-fraksi yang dimaksud menetapkan pasangan calon kepala 
daerah dan calon wakil kepala daerah. Fraksi adalah anggota 
DPRD yang berasal dari partai politik yang sama atau partai 
politik yang berbeda sebagaimana diatur dalam tata tertib DPRD. 
Dalam hal pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, 
setiap fraksi menetapkan bakal calon kepala daerah dan bakal 
calon wakil kepala daerah, dan menyampaikan kepada DPRD 
melalui suatu rapat paripurna. 
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Dalam hal pencalonan, dua fraksi atau lebih dapat secara 
bersama-sama mengajukan pasangan calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Kemudian dalam rapat paripurna DPRD, 
setiap fraksi atau beberapa fraksi memberikan penjelasan 
terhadap bakal calon yang diajukannya. Selanjutnya pimpinan 
DPRD mengundang semua bakal calon yang memenuhi syarat 
untuk menjelaskan visi, misi serta rencana-rencana kebijakan 
apabila kelak bakal calon terpilih menjadi kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Untuk hal ini anggota DPRD dapat 
melakukan tanya jawab dengan para bakal calon. Kegiatan 
panitia pemilihan berikutnya yaitu pimpinan DPRD dan pimpinan 
fraksi-fraksi melakukan penilaian atas kemampuan dan 
kepribadian para calon dan melakukan musyawarah atau 
pemungutan suara dalam menetapkan sekurang-kurangnya dua 
pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah 
yang akan dipilih satu pasangan calon oleh DPRD untuk 
memangku jabatan kepala daerah. 
5. Sehubungan dengan pemilihan calon pada butir 5 di atas, maka 
untuk calon gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan oleh 
pimpinan DPRD dikonsultasikan dengan presiden. Sedangkan calon 
bupati dan wakil bupati serta calon walikota dan wakil walikota yang 
akan dipilih oleh DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD; 
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6. Pemilihan calon kepala daerah dan wakil daerah dilakukan dalam 
rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya dua 
pertiga dari jumlah anggota DPRD; dan jika anggota DPRD tidak 
mencapai korum, pimpinan rapat dapat menunda rapat selama satu 
jam. Apabila setelah rapat ditunda selama satu jam, tetapi belum 
mencapai korum, maka rapat paripurna ditunda selama satu jam 
lagi. Kemudian setelah rapat paripurna mengalami penundaan 
selama penundaan seperti yang disebut tadi, akan tetapi belum 
mencapai korum, maka rapat tetap dilaksanakan untuk memilih 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; 
7. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dari calon kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan secara langsung, 
bebas, rahasia, jujur, dan adil. Secara langsung artinya anggota 
DPRD dalam sidang paripurna DPRD memilih calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah secara langsung melakukan pilihan sesuai 
calon yang ditentukan dalam tertib DPRD atau dalam sidang 
paripurna itu. Bebas artinya setiap anggota DPRD yang melakukan 
pemilihan langsung dalam sidang paripurna untuk memilih kepala 
daerah dan wakil kepala daerah dan bebas menentukan pilihan atas 
calon-calon yang telah ditetapkan. Rahasia artinya, setiap anggota 
DPRD dalam memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah 
untuk menjadi kepala daerah tidak secara terbuka, akan tetapi 
dilakukan secara tertutup, mungkin dengan memberikan nama atau 
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kode tertentu yang disepakati, kemudian dimasukkan ke dalam 
suatu kotak suara. Jujur, artinya dalam memilih calon kepala daerah 
dan calon wakil kepala daerah untuk memangku jabatan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah tidak disertai dengan cara-cara 
yang tidak benar. Adil artinya, semua calon untuk dipilih menjadi 
kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat perlakuan yang 
sama; 
8. Setiap anggota DPRD memberikan suara hanya kepada satu orang 
calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari pasangan calon 
yang ditetapkan oleh DPRD. Pasangan calon yang mendapat suara 
terbanyak pada pemilihan, ditetapkan sebagai kepala daerah dan 
wakil kepala daerah oleh DPRD dan disahkan oleh presiden. Kepala 
daerah dan wakil kepala daerah hanya mempunyai masa jabatan 
lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan 
berikutnya. 
9. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik oleh presiden atau 
pejabat yang ditunjuk untuk itu dan bertindak atas nama presiden. 
Kepala daerah dan wakil kepala daerah, sebelum memangku 
jabatan mengucapkan sumpah/janji, sebagaimana tata cara yang 
diatur dengan peraturan pemerintah. Adapun susunan kata-kata 
sumpah/janji tersebut adalah sebagai berikut:  
Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan 
memenuhi kewajiban saya selaku gubemur/buapti/Walikota dengan 
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sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya 
akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan 
Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan 
menegakkan kehidupan demokrasi dan DUD Tahun 1945 sebagai 
konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang 
berlaku bagi daerah dan NKRI.  
Corak demokrasi .yang tercermin dalam pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang 
Pemerintahan Daerah ini adalah corak faham liberal, namun dalam 
pelaksanaan tetap memperhatikan dasar negara Pancasila. Meskipun 
dalam pengambilan putusan dilakukan dengan suara terbanyak, akan 
tetapi undang-undang ini tetap memperhatikan musyawarah mufakat. 
Apa yang dipaparkan di atas, merupakan fakta-fakta sebagaimana 
yang diatur secara yuridis, dan terjadi di lapangan, dalam hal ini di kantor 
DPRD dan pada kantor instansi yang ada hubungannya. Selanjutnya 
tanggapan masyarakat setempat atas cara pemilihan sebagaimana diatur 
dalam UU No. 22 Tahun 1999 seperti di atas. 
Pada mulanya pemilihan secara perwakilan dalam memilih kepala 
daerah dan wakil kepala daerah tidak menjadi hal yang menarik, sebab 
cara seperti itu sudah biasa dilakukan pada tahun tujuh puluhan sampai 
tahun sembilan puluhan. Hanya saja ada sedikit perbedaan, yaitu dengan 
dipilihnya kepala daerah secara berpasangan dengan wakil kepala daerah: 
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1. Proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak 
banyak diketahui oleh masyarakat, utamanya masyarakat yang 
hidup di pedesaan dan jauh dari pusat pemerintahan daerah; 
2. Meskipun telah terjadi reformasi, akan tetapi partai politik yang 
dominan sebelum reformasi masih tetap dominan, di mana anggota/ 
kader-kadernya tetap mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dan tetap memenangkan pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah di DPRD; 
3. Selama berlangsung proses pemilihan kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, keadaan masyarakat, balk keamanan maupun politik 
biasa-biasa saja, tidak ada gejolak, malahan penduduk acuh tak 
acuh saja; 
4. Daerah-daerah yang mempunyai wilayah yang luas, terjadi 
pemekaran, baik provinsi maupun daerah kabupaten. Mungkin hal 
ini salah satu tujuannya untuk lebih meningkatkan kemakmuran 
rakyat, dalam arti pemerintah lebih mudah mengurus rakyat, 
mungkin juga karena kemauan golongan atau orang yang berambisi 
menjadi kepala daerah. 
5. Pembiayaan atas pemilihan secara perwakilan relatif tentu tidak 
besar, sebab dilakukan di kantor DPRD saja, tidak ada kampanye, 
serta tahapan yang memungkinkan keluamya biaya dalam jumlah 
banyak. Kecuali biasa terdengan adanya uang yang didapat anggota 
DPRD yang memilih calon tertentu, tapi untuk ini tidak dapat 
dibuktikan. 
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Apa yang disebutkan di atas, menunjukkan bahwa pemilihan yang 
lakukan di atas, menunjukkan bahwa pemilihan yang dilakukan secara 
perwakilan sebagaimana dilaksanakan dalam era berlakunya UU No. 22 
Tahun 1999 berjalan lancar, aman dan tidak banyak mempergunakan 
biaya. 
 
B. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menurut 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah 
Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan secara 
berpasangan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan 
adil. Untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana 
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, ada 
beberapa lembaga yang terlibat langsung dalam proses pemilihan tersebut, 
yaitu: 
1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD); 
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD); 
3. Panitia Pengawas Pilkada (Panwaslu/Bawaslu); 
4. Mahlamah Konstitusi; 
5. Peradilan Umum; 
6. Kepolisian; 
7. dan lain-lain. 
Lembaga-lembaga yang dimaksud sesuai tugas dan wewenang 
serta kewajibannya masing-masing yang didasarkan pada aturan 
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perundang-undangan. Di samping lembaga-lembaga pemerintah yang 
disebutkan di atas, juga terlibat lembaga sosial masyarakat (LSM) dan 
lembaga swasta lainnya. 
Dari lembaga-lembaga yang terlibat dalam pemilihan kepala daerah 
dan wakil kepala daerah tersebut di atas, maka yang paling dominan adalah 
KPUD, yang merupakan lembaga independen yang bertugas dan 
berkewajiban melaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah. 
Selain itu, sebelum KPUD melaksanakan tugas dan kewajibannya, 
maka lembaga perwakilan rakyat daerah selaku lembaga legislatif bekerja 
terlebih dahulu, yaitu menjalankan tugas dan wewenangnya 
memberitahukan mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah. Di samping itu DPRD juga memberitahukan kepada 
KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah bersangkutan. 
Dalam tahapan pelaksanaan Pilkada yang dibagi menjadi tahapan 
persiapan dan tahapan pelaksanaan sebagaimana yang dilaksanakan 
pada setiap Pilkada, dan diatur dalam Pasal 65 ayat (1) UU No. 32 Tahun 
2004 adalah sebagai berikut: 
a. Masa persiapan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) meliputi: 
1. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya 
masa jabatan; 
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2. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah; 
3. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan 
jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah; 
4. Pembentukan panitia pengawas, PPK, PPS dan KPPS; 
5. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. 
Dari Pasal 65 tersebut di atas, dapat dilihat bahwa DPRD bekerja 
lebih awal, yang pekerjaannya masuk dalam tahapan persiapan. 
Sedangkan tahapan pelaksanaan dilakukan oleh KPUD secara 
berturut-turut sebagai berikut: 
a. Penetapan daftar pemilih; 
b. Pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah; 
c. Kampanye; 
d. Pemungutan suara; 
e. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah 
terpilih, pengesahan, dan pelantikan. 
Tahapan yang disebutkan di atas akan diuraikan secara satu persatu 
yang dicocokkan dengan data yang diperoleh dari lapangan, yaitu KPUD 
Sulawesi Selatan dan KPUD Palopo.  
1. Masa persiapan meliputi: 
a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya 
masa jabatan 
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1. Untuk pemilihan Kepala Daerah/Gubemur Sulawesi Selatan, 
oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pembentahuan 
kepada guemur yang sedang menjabat sesuai periodenya, 
bahwa akan berakhir masa jabatannya;; 
2. Untuk Kota Palopo melaksanakan aturan perundang-undangan 
dimana DPRD Kota Palopo memberitahukan kepada kepala 
daerah yang sedang menjabat tentang akan berakhirnya masa 
jabatan sebagai Walikota Palopo. 
b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa 
jabatan kepala daerah 
1. Untuk hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah 
memberitahukan kepada KPUD Sulawesi Selatan mengenai 
berakhirnya masa jabatan gubernur dalam setiap periode, sejak 
sistem pemilihan langsung dilaksanakan; 
2. Demikian pula untuk Kota Palopo, oleh DPRD Palopo 
memberitahukan kepada KPUD Palopo, tentang berakhirnya 
masa jabatan Walikota Palopo. 
c. Perencanaan penyelenggaraan meliputi penetapan tata cara dan 
jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 
1. Untuk hal ini telah dilakukan perencanaan oleh KPUD Sulawesi 
Selatan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan berpedoman pada 
peraturan pemerintah; 
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2. Juga oleh KPUD Palopo melakukan hal ini dengan berpedoman 
pada peraturan pemerintah.  
d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS 
1. Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia 
Pemungutan Suara) dan KPPS (Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara), telah dilaksanakan KPUD Sulawesi Selatan 
yang dilakukan oleh KPUD kabupaten dalam rangka pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan; 
2. Pembentukan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), PPS (Panitia 
Pemungutan Suara), dan KPPS (Kelompok Penyelenggara 
Pemungutan Suara), juga telah dibentuk oleh KPUD Palopo 
dalam rangka pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo.  
e. Pembentukan dan Pendaftaran Pemantau 
1. KPUD Sulawesi Selatan telah mengumumkan dan 
memberitahukan agar lembaga-lembaga sosial masyarakat 
(LSM) dan lembaga-lembaga swasta lainnya untuk mendaftarkan 
lembaga dan orang-orangnya untuk melakukan pemantauan 
dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi 
Sulawesi Selatan pada kantor KPUD Sulawesi Selatan; 
2. KPUD Palopo juga melaksanakan hal ini, dengan 
mengumumkan dan memberitahukan agar lembaga sosial 
masyarakat (LSM) yang akan menjadi pemantau Pilkada 
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Walikota dan Wakil Walikota Palopo untuk mendaftar pada 
Kantor KPUD Palopo.  
2. Masa/Tahap Pelaksanaan meliputi: 
a. Penetapan daftar pemilih 
Penetapan daftar pemilih ini dilakukan dengan terlebih dahulu 
melalui pendaftaran penduduk yang memenuhi syarat sebagai 
pemilih, dengan cara mendatangi rumah-rumah penduduk dan 
kemudian menuliskan nama dan alamat masing-masing yang 
dilakukan pada setiap rumah tangga, dalam hal ini KPUD melalui 
pemerintah setempat serta merujuk pada data kependudukan yang 
ada pada dinas kependudukan setempat. Pada tahap penetapan 
pemilih ini selalu terjadi kesalahan data antara daftar pemilih dengan 
data penduduk, yang diketahui ketika penyampaian undangan 
kepada penduduk untuk memberikan suara di tempat pemungutan 
suara pada pemungutan suara. Kesalahan itu meliputi undangan 
kepada pemilih ternyata tidak bertempat tinggal di alamat yang dituju 
undangan itu. Penduduk yang sudah pindah tempat tinggal atau 
sudah meninggal dunia masih diberi undangan, dan kesalahan lain 
yang sebenarnya tidak perlu terjadi. Kesalahan yang terjadi seperti 
ini karena ketidak sinkronan antara data penduduk yang ada pada 
dinas kependudukan dan data kependudukan yang ada pada Kantor 
Kelurahan/Desa setempat. Dengan adanya kerancuan data 
kependudukan seperti di atas, membuka jalan bagi peserta Pilkada 
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untuk mereka jasa daftar pemilih sedemikian rupa, dengan maksud 
mendapatkan suara yang lebih banyak pada tempat pemungutan 
suara tertentu. Kerancuan daftar pemilih seperti yang disebutkan di 
atas, hampir sama pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 
bupati dan wakil bupati serta pemilihan walikota dan wakil walikota. 
Untuk dapat memilih dalam Pilkada, seseorang haruslah pada had 
pemilihan telah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin (nikah). 
Syarat umur pemilih ini terutama menyangkut umur, bagi penduduk 
desa yang jauh tinggal di pedalaman tidak dapat diukur melalui akta 
kelahiran. Sebab instansi pemerintah jauh dari tempat tinggal 
mereka, sehingga umur seseorang hanya berdasarkan perkiraan 
saja. 
Menyangkut usia pemilih ini, yang ditentukan peraturan 
perundang-undangan sudah mencapai usia 17 tahun pada hari 
pemilihan. Pemilih yang berumur 17 (tujuh belas) tahun tidak secara 
otomatis dapat mempergunakan haknya untuk memberikan suara 
atau memilih, karena adanya syarat lain harus dipenuhi. Syarat lain 
itu diatur dalam Pasal 69 sebagai berikut 
1. Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Republik 
Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih; 
2. Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Warga Negara Republik 
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memenuhi syarat: 
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a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;  
b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 
Daftar pemilih terdiri dua macam, yaitu daftar pemilih dan daftar 
pemilih tambahan. Apabila daftar pemilih ditambah dengan daftar 
pemilih tambahan, maka hasilnya merupakan daftar pemilih 
sementara. Pemilih yang telah terdaftar pada daftar pemilihan 
sementara diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan 
dengan kartu pemilih pada setiap pemungutan suara. Daftar 
pemilih sementara yang disusun oleh PPS diumumkan untuk 
mendapat tanggapan masyarakat. jika masih ada pemilih belum 
terdaftar dalam daftar pemilihan sementara dapat mendaftarkan 
diri ke PPS, yang dicatat dalam daftar pemilih tambahan. 
Kemudian daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan 
ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap kemudian disahkan dan 
diumumkan oleh PPS. Tatacara pendaftaran pemilih di atas 
ditetapkan oleh KPUD. 
b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala 
daerah 
Untuk dapat mendaftar sebagai calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah harus memenuhi syarat yaitu: 
1. Pasangan calon harus diusung oleh partai politik atau gabungan 
partai politik; 
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2. Pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan 
partai politik untuk menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala 
daerah, partai politik yang mengusungnya harus memenuhi 
perolehan kursi sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) 
dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari 
akumulasi perolehan suara sah dari pemilihan umum anggota 
DPRD di daerah bersangkutan; 
3. Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perorangan 
yang memenuhi syarat sebagaimana Pasal 58 UU No. 32 Tahun 
2004, dan proses calon ini dilakukan melalui mekanisme secara 
demokratis dan transparan. Calon independen atau calon 
perseorangan ini pernah muncul dalam pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, akan tetapi tidak banyak 
diketahui tentang kelanjutannya;  
4. Dari semua calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik di 
tingkat Provinsi Sulawesi Selatan, maupun dalam Pilkada Kota 
Palopo, oleh partai pengusung calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah tidak banyak memperhatikan tanggapan 
masyarakat terhadap calon yang diusungnya, meskipun 
undang-undang mensyaratkan hal itu;  
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3. Kampanye 
Dari seluruh tahapan Pilkada, maka yang paling ramai dan perlu 
mendapat perhatian adalah tahapan kampanye. Meskipun tidak 
menutup kemungkinan tahapan yang lain, juga menjadi ramai akibat 
ulah dari pendukung salah satu calon. Tahapan kampanye dari suatu 
Pilkada dianggap sebagai suatu pesta dalam tahapan pemungutan 
suara. Oleh karena sifat kampanye merupakan tahapan dimana calon 
kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk secara resmi 
memperlihatkan kelebihan, baik dari segi program maupun kemampuan 
intelegensia dan kemapanan. Hal mana semuanya berakumulasi, 
sehingga yang bersangkutan adalah calon yang melebihi calon lainnya 
serta pantas terpilih sebagai pemimpin yaitu kepala daerah dan wakil 
kepala daerah. Meskipun kampanye merupakan tahapan resmi serta 
diatur sedemikian rupa, tapi pada kenyataannya kadang-kadang hanya 
berwujud pesta rakyat. Dari sisi lain, karena kampanye lapangan 
biasanya melibatkan massa pendukung dan rakyat banyak, maka tidak 
sedikit kampanye dijadikan ajang pengerahan massa emosional. 
Apalagi ketiak berhadapan dengan massa calon kepala daerah dan 
wakil kepala daerah hanya yang berasal dari partai politik yang 
berbeda. Kampanye yang dilaksanakan merupakan bagian dari 
penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil 14 hari, yang akan 
berakhir 3 hari sebelum hari pemungutan suara. Tim kampanye 
dibentuk oleh masing-masing pasangan calon bersama-sama partai 
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politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon. Kampanye 
dapat dilakukan secara bersama-sama dengan pasangan calon lainnya 
atau secara terpisah dengan pasangan calon lain dan atau tim 
kampanye. Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon yang 
mengadakan kampanye, yang secara operasional 
dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye. Suatu hal yang penting 
diingat bahwa rakyat bebas untuk menghadiri dan untuk tidak 
menghadiri kampanye. Untuk jadwal kampanye ditentukan oleh KPUD 
dengan memperhatikan usul atau pendapat dari pasangan calon. 
Sebagaimana telah disinggung di muka, bahwa waktu kampanye 
dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan akan berakhir tiga hari 
sebelum hari pemilihan. Dalam praktik, waktu kampanye ini, baik pada 
pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan maupun dalam pemilihan 
Walikota Palopo diperpendek menjadi beberapa hari saja. Hal ini 
dilakukan oleh KPUD atas kesepakatan semua pasangan calon. Waktu 
kampanye ini diperdendek dengan alasan untuk mencegah hal-hal 
yang tidak diinginkan, karena menurut pengamatan keadaan lapangan 
selama berlangsungnya masa kampanye, cenderung makin memanas. 
Bentrokan fisik antara para pendukung calon, hamper terjadi di semua 
Pilkada, yang kadang-kadang menelan korban nyawa. Belum lagi 
terjadinya pengrusakan atas bangunan yang diduga milik calon lain 
atau milik pendukung calon lain. Dalam pelaksanaan Pilkada Sulawesi 
Selatan dalam memilih gubernur periode tahun 2013-2018, terjadi 
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insiden pegrusakan. salah satu show room (kantor perusahaan) 
pengusaha swasta di Makassar. Begitu pula dengan bentrok fisik antar 
pendukung di jalanan pada waktu pawai kampanye, merupakan sisi 
kelabu yang tak terlupakan. 
Lain lagi yang terjadi pada Pilkada Kota Palopo, di mana massa 
pendukung salah satu calon yang tidak terpilih merusak dan membakar 
Kantor Walikota dan Kantor KPUD setempat. Insiden seperti ini, 
nyata-nyata melanggar hukum dan merusak keamanan dan ketertiban 
yang terbangun selama ini di Sulawesi Selatan. Lebih jauh lagi insiden 
yang terjadi itu merusak sendi-sendi kekeluargaan dan 
kegotongroyongan sebagai budaya bangsa. Bukan itu saja, oleh karena 
ketidaktegasan pengamanan Pilkada, hampir di semua ibukota 
kabupaten penuh dengan poster dan baliho yang dipasang secara 
sembarangan di pinggir jalan atau di tempat-tempat strategis lainnya. 
meskipun kelihatannya semarak, akan tetapi tidak estetik.  
Dengan hal-hal yang dikemukakan di atas, maka diperlukan kegesan 
yang tidak memihak untuk menegakkan aturan yang ada dengan tidak 
memihak. Sebab dengan ketegasan dan ketidak berpihakan dari 
pengamanan Pilkada akan melahirkan suatu kenyamanan. Ketertiban 
dan keteraturan. Suatu hal yang perlu dicatat dalam sejarah Pilkada 
Sulawesi Selatan ini adalah penyerangan yang dilakukan oleh 
pendukung salah satu calon Walikota Makassar terhadap media 
elektronik yang sedang siaran dengan talk show di studio. Acara ini 
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merupakan rangkaian Pilkada Kota Makassar. Ironisnya penyerangan 
itu dilakukan ketika berlangsung acara, sehingga penyerangan itu 
menjadi tontonan menarik dari pemirsa. Pertanyaan menarik, apakah 
acara yang menyiarkan hal-hal seperti itu tidak mendapat pengamanan 
dari pihak Panitia Pilkada, ini kembali kepada KPUD Makassar. Untuk 
melihat lebih jauh tentang pelaksanaan kampanye ini, maka menurut 
Pasal 76 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 mengatur hal-hal sebagai 
berikut:  
(1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui: 
a. pertemuan terbatas; 
b. tatap muka dan dialog; 
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; 
d. penyiaran melalui radio dan atau televisi; 
e. penyebaran bahan kepada umum; 
f. pemasangan alat peraga di tempat umum; 
g. rapat umum; 
h. debat publik/debat terbuka antar calon, dan atau 
i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan 
perundang-undangan. 
Dalam praktiknya, ada hal yang kurang dilakukan oleh para calon, 
sedangkan hal itu merupakan kewajiban yang diatur dalam 
undang-undang, yaitu kewajiban bagi calon untuk menyampaikan 
visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada 
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masyarakat. untuk penyampaian visi, misi, dan program secara lisan 
mungkin saja dilakukan secara terbuka melalui tulisan, tetapi belum 
dilaksanakan secara maksimal. Hal ini penting karena masyarakat 
pemilih tidak selamanya bisa hadir di setiap kampanye. Jadi dengan 
melalui tulisan di mass media, dapat dibaca berulang kali dimana 
saja. Selain itu juga dengan tulisan dapat dianggap merupakan 
autentifikasi dari program calon. Bagi calon, untuk menyusun 
program-program dan untuk tujuan lainnya, yang bersangkutan 
berhak mendapat informasi data dari pemerintah daerah sesuai 
ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan. Penyampaian 
kampanye ini oleh aturan perundangan ditekankan agar dilakukan 
secara sopan, tertib, dan bersifat edukatif. Kampanye untuk Pilkada 
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dilakukan dalam 
wilayah daerah Sulawesi Selatan, sedangkan untuk pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Palopo dilakukan dalam wilayah Kota 
Palopo. 
Dalam hal kampanye ini, media elektronik, idealnya memberikan 
kesempatan yang sama kepada semua pasangan calon untuk 
menyampaikan tema dan materi kampanye. Pelaksanaan dari hal 
ini, sedikit mengalami hambatan, karena media tersebut 
kadang-kadang sudah berakibat kepada salah satu pasangan calon. 
Media juga dituntut untuk memberikan kesempatan yang sama 
kepada para calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah 
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dalam rangka kampanye. Menyangkut hal ini, prakteknya tergantung 
seberapa jauh kesanggupan finansial dari calon untuk membayar 
media yang lahir dari dunia komersial.  
Untuk tahapan kampanye ini, diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004, 
dalam Pasal 78, 79, 80, 81, dan 82. Pelanggaran atas Pasal 78 dan 
79 dijatuhi sanksi baik berupa sanksi pidana maupun sanksi berupa 
peringatan dan sanksi administratif. Menyangkut penjatuhan sanksi 
pidana selalu ada dalam setiap Pilkada, akan tetapi menyangkut 
sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (4) 
tidak pernah dilaksanakan, yakni sanksi penghentian kampanye 
selama masa kampanye dilaksanakan oleh KPUD. Juga terhadap 
calon atau tim kampanye yang menjanjikan uang atau memberikan 
uang yang dapat dibuktikan melalui putusan pengadilan yang 
mempunyai kekuatan hokum pasti, dikenai sanksi pembatalan 
sebagai pasangan calon oleh DPRD. Sanksi pembatalan sebagai 
calon atas perbuatan sebagaimana yang dimaksud di atas, belum 
pernah dilaksanakan, baik oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
maupun DPRD Kota Palopo. 
Dalam kampanye ada larangan tertentu sebagaimana diatur dalam 
Pasal 78 Undang-undang No. 32 tahun 2004 sebagai berikut:  
a. Menyudutkan Dasar Negara Pancasila dan Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945;  
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b. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon kepala 
daerah/wakil. kepala daerah;  
c. Menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan 
dan atau kelompok masyarakat;  
d. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau 
menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, 
kelompok masyarakat dan atau partai politik;  
e. Mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;  
f. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk 
mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah;  
g. Merusak dan atau menghilangkan alat peraga pasangan calon 
lain 
h. Menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah 
daerah; 
i. Menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan  
j. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan 
berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan raya.  
Larangan yang disebutkan di atas, ternyata di lapangan pada waktu 
diadakannya pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi 
Selatan dan ketika dilaksanakan pemilihan Walikota dan Wakil 
Walikota Palopo, hanya aturan pada butir a, b, f, I, dan j, yang tidak 
dilanggar. Sedangkan aturan yang terdapat pada butir c, d, e, dan h 
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berulang kali dilanggar oleh pendukung beberapa calon kepala 
daerah. 
Terjadi beberapa peristiwa di lapangan yang melibatkan massa 
dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan lainnya, 
karena massa pendukung berbondong-bondong dengan 
menggunakan menuju atau meninggalkan tempat kampanye. Jadi 
peristiwa ini tidak masuk dalam kategori yang diatur pada Pasal 78 
butir j, yaitu larangan melakukan pawai atau arak-arakan yang 
dilakukan dengan berjalan kaki dan atau dengan kendaraan di jalan 
raya. 
Dalam suatu kampanye, dilarang melibatkan pejabat seperti:  
a. Hakim pada semua tingkatan peradilan;  
b. Pejabat BUMN/BUMD; 
c. Pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negara;  
d. Kepala desa. 
Namun dalam hal ini ada klausula, yaltu larangan yang dimaksud di 
atas tidak diperlakukan apabila pejabat yang dimaksud di atas 
menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Pejabat yang 
menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus memenuhi 
ketentuan sebagai berikut: 
a. Dilarang menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya;  
b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, yang pengaturan 
lamanya cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan 
keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 
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Selain larangan melibatkan para pejabat yang disebutkan di atas, 
ada larangan lain, yaitu pasangan calon juga dilarang untuk 
melibatkan pegawai negeri sipil, anggota TNI dan anggota 
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye 
dan juru kampanye. 
Selanjutnya menyangkut dana kampanye, menurut ketentuan Pasal 
83 Ayat (1), dana kampanye diperoleh dari:  
a. Pasangan calon;  
b. Partai politik dan atau gabungan partai politik yang 
mengusungnya;  
c. Sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat, yang meliputi 
sumbangan perseorangan dan atau badan hokum swasta. 
Dalam hal dana kampanye ini, pasangan calon wajib memiliki 
rekening :khusus dan wajib didaftarkan ke KPUD. Sumbangan dana 
kampanye dibatasi jumlahnya, yaitu:  
a. Bagi penyumbang perseorangan dibatasi paling tinggj hanya Rp. 
50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) saja;  
b. Bagi penyumbang badan hokum dibatasi paling tinggi hanya Rp. 
350.000.000,- {tiga ratus lima puluh juta rupiah) saja.  
c. Pasangan calon ini dapat menerima sumbangan bukan dalam 
bentuk uang atau pembiayaan untuk kegiatan kampanye;  
d. Sumbangan baik dalam bentuk uang maupun tidak dalam bentuk 
uang yang nilainya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus 
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ribu rupiah) wajib dilaporkan ke KPUD beserta identitas 
penyumbang. 
Pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan 
maupun pasangan Walikota/Wakil Walikota Palopo sesuai syarat 
yang ditentukan di atas, telah membuka rekening pada bank dan 
dilaporkan pada KPUD. Sumbangan-sumbangan yang berbentuk 
uang langsung dimasukkan ke dalam rekening tersebut. Pada Pasal 
85 Undang-undang No. 32 Tahun 2004, ada larangan bagi para 
calon untuk menerima sumbangan yang asalnya dari seperti di 
bawah ini:  
a. Negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya 
masyarakat asing dan warga negara asing; 
b. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya; 
c. Pemerintah, BUMN, dan BUMD. 
Menurut pengakuan KPUD Sulawesi Selatan maupun KPUD 
Palopo, tidak pernah menerima laporan adanya sumbangan 
yang berasal dari negara asing. Jika dianalisis secara seksama, 
maka masa kampanye dari Pilkada sangatlah rumit dan 
melelahkan bagi tim kampanye masing-masing calon, dan dapat 
mengganggu pekerjaan penduduk serta dapat mengganggu 
ketentraman dan keamanan masyarakat Dalam Pilkada, tidak 
sedikit terjadi peristiwa kriminal karena terdapat kegiatan yang 
melibatkan massa pendukung yang tidak sedikit jumlahnya.  
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4. Pemungutan Suara 
Penyelenggaraan pemungutan suara untuk memilih kepala daerah 
dan wakil kepala daerah dilakukan paling lambat satu bulan sebelum 
berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan. Pemungutan suara 
dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan, yang dilakukan dengan 
memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama 
pasangan calon (Pasal 86 UU No. 32 Tahun 2004). Pemberian suara untuk 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan 
mencoblos salah satu pasangan calon yang ada dalam surat suara. Tempat 
Pemungutan Suara (TPS), lokasinya ditempatkan pada lokasi yang mudah 
dijangkau termasuk oleh penyandang cacat, serta ada jaminan bahwa 
setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan 
rahasia. Dalam setiap TPS jumlah pemilih ditentukan sebanyak-banyaknya 
hanya 300 (tiga ratus) orang (Pasal 90 UU No. 32 Tahun 2004). Surat suara 
dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah 2,5% (dua setengah 
persen) dari jumlah pemilih. Tambahan surat suara ini digunakan sebagai 
cadangan pada tiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru 
memilih pasangan calon serta surat suara yang rusak. surat suara yang 
rusak termuat dalam berita acara. Oleh panitia dalam rangka keperluan 
pemungutan suara menyediakan kotak suara yang jumlah, bahan, ukuran, 
dan warnanya ditentukan oleh KPUD, sesuai aturan perundang-undangan. 
Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS terlebih dahulu 
melakukan: 
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a. pembukaan kotak suara; pengeluaran seluruh isi kotak suara;  
b. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta  
c. perhitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan. 
Kegiatan KPPS tersebut dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan 
calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. kegiatan 
Ketua KPPS di atas, dibuat berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua 
KPPS dan sekurang-kurangnya 2 anggota KPPS dan dapat ditanda tangani 
oleh saksi pasangan calon (Pasal 92 UU No. 32 Tahun 2004). Kegiatan 
pemungutan suara selanjutnya, KPPS memberikan penjelasan mengenai 
tata cara pemungutan suara, lalu kemudian memulai pemungutan suara 
menurut urutan kehadiran pemilih di Tempat Pemungutan Suara (IPS). 
Apabila ternyata ada surat suara yang rusak, maka KPPS 
memberikan surat suara pengganti sebagaimana yang telah disebutkan di 
atas. Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus 
berupa tinta pada ibu jarinya. Suatu hal yang perlu diperhatikan adalah 
bahwa suara dinyatakan sah apabila:  
a. surat suara ditanda tangani oleh Ketua KPPS;  
b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang 
memuat satu pasangan calon; atau  
c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang 
memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah 
ditentukan; atau  
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d. tanda coblos lebih dan satu, tetapi masih dalam salah satu kotak 
segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon; 
atau  
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang 
memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon (Pasal 95 UU No. 
32 Tahun 2004). 
a. Perhitungan Suara 
Perhitungan suara dilakukan dan diselesaikan di TPS oleh KPPS 
setelah pemungutan suara berakhir dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan 
calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Sebelum 
perhitungan suara, oleh KPPS terlebih dahulu menghitung:  
a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar 
pemilih tetap untuk TPS; 
b. Jumlah pemilih dari IPS lain;  
c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan 
d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak 
atau keliru dicoblos. 
Selain itu, atas penggunaan surat suar tambahan dibuatkan berita 
acara yang ditanda tangani oleh KPPS (Pasal 96 UU No. 32 Tahun 2004). 
Perhitungan suara ini dilakukan dengan cara menghadirkan saksi 
pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat 
dapat menyaksikan proses perhitungan suara secara jelas. Dalam 
perhitungan suara, saksi pasangan calon dapat mengajukan 
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keberatan-keberatan apabila perhitungan suara ternyata tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
Selain saksi pasangan calon yang dapat mengajukan 
keberatan-keberatan, juga masyarakat dimungkinkan untuk mengajukan 
keberatan terhadap jalannya perhitungan suara yang dilakukan KPPS, 
apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan 
perundang-undangan. Setelah selesai perhitungan suara, KPPS 
menyerahkan berita acara, sertifikat hasil perhitungan suara dan 
kelengkapan administrasi pemungutan dan perhitungan suara kepada PPS 
segera setelah selesai perhitungan suara. 
Apa yang disebutkan di atas, adalah kegiatan pada tingkat Panitia 
Pemungutan Suara, selanjutnya akan diuraikan kegiatan pada Panitia 
Pemungutan Suara (PPS), sebagai berikut: setelah menerima sertifikat 
hasil perhitungan suara dari KPPS, oleh PPS membuat berita acara 
penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara tingkat 
desa/kelurahan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia 
pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Saksi pasangan calon yang 
hadir harus membawa surat mandate dari tim kampanye yang diwakilinya 
dan diserahkan pada PPS. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui 
saksi pasangan calon yang hadir, dapat mengajukan keberatan terhadap 
jalannya perhitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang 
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jika keberatan yang 
dimaksud diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan. 
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Setelah selesai melakukan rekapitulasi di semua TPS dalam wilayah 
desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan 
sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh 
ketua dan paling sedikit dua orang anggota PPS dan saksi pasangan calon, 
kemudian PPS memberikan satu eksamplar kepada saksi pasangan calon 
yang hadir dan menampilkan satu eksamplar sertifikat hasil perhitungan 
suara itu di tempat umum. PPS wajib menyerahkan satu eksamplar berkas 
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara di PPS 
kepada PPK setempat (lihat Past 97 UU No. 32 Tahun 2004). 
Selanjutnya setelah Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menerima 
berita acara dan sertifikat hasil perhitungan suara, dibuat berita acara 
penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat 
kecamatan, yang dapat dihadiri saksi para calon, panitia pengawas, 
pemantau, dan warga masyarakat. Saksi para calon harus membawa 
mandate dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya 
kepada PPK. Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi 
pasangan calon dapat mengajukan keberatan atas jalannya perhitungan 
suara oleh PPK, apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan 
perundang-undangan. Kemudian jika keberatan yang diajukan itu 
beralasan, maka seketika itu juga PPK mengadakan pembetulan. 
Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil perhitungan suara di 
semua PPS dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan, kemudian PPK 
membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara 
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yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya dua orang saksi 
pasangan calon. PPK wajib memberikan satu eksamplar berkas salinan 
berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang 
dilaksanakan oleh PPK kepada pasangan calon yang hadir. Kemudian 
kewajiban PPK menyerahkan kepada KPU Kabupaten/Kota satu eksamplar 
berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara 
(Pasal 98 UU No. 32 Tahun 2004). 
Seperti rangkaian proses hasil perhitungan suara sebelumnya, yaitu 
ketika KPU Kabupaten/Kota menerima hasil perhitungan suara dari PPK, 
dibuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara 
untuk tingkat kabupaten/kota yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan 
calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat. Dalam hal ini 
tetap diwajibkan kepada saksi pasangan calon untuk membawa mandat 
dari pasangan calon yang mengutusnya, mandat mana diserahkan kepada 
KPU Kabupaten/Kota. Selanjutnya jika terdapat hal-hal yang tidak sesuai 
dengan aturan perundang-undangan, maka pasangan calon dan warga 
masyarakat melalui saksi pasangan calon dapat mengajukan keberatan 
atas jalannya perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota. 
Jika keberatan diterima, maka KPU Kabupaten/Kota mengadakan 
pembetulan. 
Setelah KPU Kabupaten/Kota selesai melakukan rekapitulasi dari 
PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU 
Kabupaten/Kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 
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perhitungan suara yang ditanda tangani ketua dan sekurang-kurangnya 
dua anggota KPU Kabupaten/Kota dan saksi pasangan calon. KPU 
Kabupaten/Kota wajib memberikan salinan berita acara dan sertifikat 
rekapitulasi hasil perhitungan suara kepada saksi pasangan calon yang 
hadir dan menempelkan satu eksamplar di tempat umum (Pasal 99 UU No. 
32 Tahun 2004). 
Selanjutnya kewajiban KPU Kabupaten/Kota adalah menyerahkan 
satu eksamplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil 
perhitungan suara di KPU Kabupaten/Kota kepada KPU Propinsi. Dalam 
hal pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita 
acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara selanjutnya diputuskan 
dalam pleno KPUD Kabupaten/Kota untuk menetapkan pasangan calon 
terpilih. Kemudian hasil penetapan KPUD Kabupaten/Kota tentang 
pengangkatan calon kepala daerah kabupaten/kota yang terpilih untuk 
diproses menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah atau bupati dan 
wakil bupati. 
Telah disebutkan di atas, bahwa hasil perhitungan suara di KPU 
Kabupaten/Kota diserahkan kepada KPU Propinsi dimana KPU Propinsi 
membuat berita acara penerimaan dan kemudian membuat rekapitulasi 
jumlah suara untuk tingkat propinsi yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan 
calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat Seperti pada 
tingkatan yang lain, saksi para calon harus membawa mandat yang 
diserahkan kepada KPU Propinsi. Dalam hal ini masyarakat melalui saksi 
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pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan atas jalannya 
perhitungan suara di KPU Propinsi apabila terdapat hal-hal yang tidak 
sesuai dengan aturan perundang-undangan. Apabila keberatan yang 
dimaksud diterima, KPU Provinsi seketika itu juga melakukan pembetulan. 
Setelah selesai mengadakan rekapitulasi hasil perhitungan suara di 
semua kabupaten/kota, KPU Propinsi membuat berita acara dan sertifikat 
hasil perhitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan 
sekurang-kurangnya dua anggota KPU Provinsi dan saksi pasangan calon. 
KPU Propinsi wajib memberikan satu eksamplar salinan berita acara dan 
sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara KPU Propinsi kepada 
pasangan calon yang hadir dan menempelkan satu eksamplar di tempat 
umum (Pasal 101 UU No. 32 Tahun 2004). 
Proses selanjutnya dalam hal pemilihan gubernur dan wakil 
gubernur berita acara dan rekapitulasi hasil perhitungan suara diajukan ke 
rapat pleno KPU Propinsi untuk menetapkan pasangan calon yang terpilih. 
Penetapan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Propinsi untuk 
diproses pengesahan pengangkutannya sesuai peraturan 
perundang-undangan (Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2004).  
b. Perhitungan Utang 
Perhitungan ulang dilakukan atas surat suara di TPS apabila dari 
hasil penelitian pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih 
penyimpangan sebagai berikut: 
a. Perhitungan suara dilakukan secara tertutup;  
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b. Perhitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan 
cahaya;  
c. Saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga 
masyarakat tidak dapat menyaksikan proses perhitungan suara 
secara jelas;  
d. Perhitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu 
yang telah ditentukan; dan/ atau  
e. Terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang 
tidak sah (Pasal 103 UU No. 32 Tahun 2004). 
Perhitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila 
terjadi perbedaan data jumlah suara di TPS. Sedangkan perhitungan ulang 
surat suara pada tingkat PPK, apabila terdapat perbedaan data jumlah 
suara dari PPS. Kemudian apabila terjadi perbedaan data jumlah suara 
pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Propinsi, dilakukan 
pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara 
pada satu tingkat di bawahnya, dalam hal ini jika KPU Kabupaten/Kota, 
maka pengecekan dilakukan di PPK. Sedangkan jika KPU Propinsi, 
pengecekan dilakukan di KPU Kabupaten/Kota.  
c. Pemungutan Suara Ulangan 
Pemungutan suara dapat diulang di IPS apabila terjadi kerusakan 
yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau 
perhitungan suara tidak dapat dilakukan. Hal ini terjadi atau pemungutan 
suara ulang dapat dilakukan apabila hasil pemeriksaan dan penelitian 
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Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari 
keadaan sebagai berikut:  
a. Pembukaan kotak suara dan atau bukan pemungutan suara dan 
perhitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan;  
b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, 
menanda tangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat 
suara yang sudah digunakan;  
c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali 
pada TPS yang sama atau IPS yang berbeda;  
d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah 
digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak 
sah; 
e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih diberi 
kesempatan memberikan suara pada TPS (Pasal 104 UU No. 32 
Tahun 2004). 
Pemungutan suara dan perhitungan suara ulang diputuskan oleh 
PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari 
setelah pemungutan suara (Pasal 105 UU No. 32 Tahun 2004).  
5. Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah Terpilih, Pengesahan, dan Pelantikan 
Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota 
ditetapkan dengan pleno KPU Kabupaten/Kota bersangkutan, dalam hal ini 
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KPU Palopo, kemudian menyampaikan kepada DPRD Kota Palopo untuk 
diproses pengesahanya. Bagi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala 
daerah propinsi ditetapkan melalui pleno KPU Propinsi Sulawesi Selatan, 
kemudian disampaikan kepada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk 
diproses pengesahannya (Pasal 100 dan 102 UU No. 32 Tahun 2004). 
Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan 
wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon dalam 
waktu paling lambat tiga hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala 
daerah dan wakil kepala daerah. Keberatan yang dimaksud di atas hanya 
dapat diajukan terhadap hasil perhitungan suara yang mempengaruhi 
terpilihnya pasangan calon (Pasal 106 ayat (1) dan (2)). Sebelum 
perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, di 
dalamnya mengatur juga tentang keberatan terhadap penetapan hasil 
perhitungan suara. Keberatan yang dimaksud diajukan ke Mahkamah 
Agung Republik Indonesia. Akan tetapi karena adanya perubahan 
mengenai kewenangan mengadili, maka keberatan yang dimaksud di atas 
berada pada Mahkamah Konstitusi (MK). 
Menyangkut pengesahan pasangan calon Bupati/Wakil Bupati, 
Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama 
Presiden, selambat-selambat 30 (tiga puluh) hari setelah terpilih. 
Sedangkan pelantikan Gubernur dilakukan oleh Presiden dalam waktu 30 
hari setelah terpilih.  
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C. Peristiwa Lapangan  
1. Pemilihan Walikota Palopo Periode 2013/2018 
Setelah melalui tahapan pemilihan Walikota Palopo sebagaimana 
yang diterangkan terdahulu, maka pada tahapan-tahapan akhir yaitu pada 
tahapan perhitungan suara, terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan 
sebagai kerusuhan yang dilakukan oleh pendukung salah satu pasangan 
calon dari partai politik tertentu. Peristiwa ini terjadi karena adanya 
permainan diantara elit politik, balk di Kota Palopo sendiri maupun elit politik 
di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan. 
Pemilihan Walikota Palopo periode 2013/2018 ini diikuti oleh 9 
(Sembilan) pasangan calon. Setelah diadakan pemungutan suara, dari 
kesembilan calon tersebut, setelah digelar rapat pleno KPU Palopo, 
akhirnya menghasilkan putusan bahwa 2 pasangan calon yang lolos ke 
putaran kedua yaitu pasangan nomor urut 5, Haidir Basir - Thamrin Jufri 
dengan memperoleh suara terbanyak 19.561 suara. Sedangkan pasangan 
nomor urut 1 Judar Amir - memperoleh total suara 19.489 suara. 
Pada tahap pemungutan suara, diadakan pemungutan suara di 
Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang tersebar di Kota Palopo sebanyak 
330 (tiga ratus tiga puluh) TPS, yang dihadiri oleh saksi para calon, 
pemantau, dan masyarakat pemilih. Dalam pelaksanaan pemilihan di 
beberapa TPS terjadi keberatan-keberatan yang dilakukan oleh salah satu 
saksi pasangan calon tentang pelaksanaan pemungutan suara, namun 
tidak digubris oleh KPPS setempat. Kemudian KPPS menyerahkan hasil 
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perhitungan suara kepada PPS dan setelah selesai tugas PPS, hasil 
perhitungan suara diserahkan kepada PPK dan seterusnya kepada KPU 
Kota Palopo untuk ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dan 
selanjutnya oleh KPU Kota Palopo menyerahkan kepada DPRD Kota 
Palopo untuk diproses pengesahan dan pengangkatan calon Walikota dan 
Wakil Walikota Palopo menjadi Walikota dan Wakil Walikota Palopo. 
Dari rangkaian proses perhitungan suara ke tahap penetapan 
pasangan calon dan pengesahan, terjadi peristiwa yang sebelumnya tidak 
pernah diprediksi oleh pemerintah dan masyarakat Kota Palopo. Sebab 
meskipuntensi politik menjelang dan pada pelaksanaan Pemilukada 
cenderung memanas, namun hal-hal yang telah terjadi itu tidak pernah 
diduga akan separah itu. Peristiwa yang dimaksud terjadi pada tanggal 31 
Maret 2013 yang dimulai pada jam 13.00 siang, dimana massa merusak, 
melempari serta membakar fasilitas daerah dan kantor swasta, sebagai 
berikut: 
1. Kantor Walikota Kota Palopo; 
2. Kantor Bahagian Pembangunan/Kantor Walikota palopo terletak 
secara terpisah dengan Kantor Bahagian Pembangunan; 
3. Kantor Dinas Perhubungan Palopo; 
4. Kantor Camat Wara Timur Palopo; 
5. Kantor Golkar; 
6. Gedung PKK Wara Timur; 
7. Palopo pos; 
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8. Kantor Dikcapil (dirusak); 
9. Kantor Bappeda (dirusak) 
10. Kantor Marian Fajar (dirusak); 
11. Kantor KPUD Kota Palopo (dilempari); 
12. Kantor Panwas Pilkada Palopo (dirusak) 
Peristiwa ini mencoreng pelaksanaan demokrasi di Sulawesi 
Selatan, dan di Indonesia pada umumnya. Meskipun peristiwa atau 
kerusuhan seperti ini terjadi dalam rangkaian Pilkada dimana-mana, namun 
untuk Sulawesi Selatan baru pertama kali adanya pengrusakan 
kantor-kantor pemerintah dalam rangkaian pelaksanaan Pilkada. 
Meskipun kerusuhan yang terjadi pada Pilkada yang dimaksud 
berlanjut pada proses hukum yang menjatuhkan sanksi bagi pelaku yang 
sempat ditangkap dan pada akhirnya diadili, akan tetapi peristiwa ini 
menunjukkan bahwa demokrasi langsung hanya dapat dilaksanakan pada 
suatu masyarakat berpendidikan dan penyabar. Disinilah tantangannya, 
sebab kondisi masyarakat setempat sedemikian rupa kurang dari itu. 
Untuk Pilkada Kota Makassar yang akan berlangsung, meskipun 
tidak termasuk lokasi penelitian, telah terjadi hal-hal yang sudah dapat 
dikategorikan brutal. Sebab massa salah satu pendukung dalam 
pelaksanaan Pilkada telah menyerang secara membabi buta kantor dan 
stasiun media elektronik yang sedang siaran. Peristiwa ini disamping 
mempertontonkan ketidakdewasaan penyerang, juga memperlihatkan 
betapa demokrasi langsung sangat bersahabat dengan tindakan kekerasan 
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dan melanggar demokrasi. Kiranya sudah waktunya pemerintah berpikir 
lebih jauh untuk mencegah terjadinya hal-hal seperti di atas, yang dimulai 
dari akarnya.  
2. Pemilihan Gubernur Periode 2013-2018 
Masyarakat tahu bahwa dalam Pilkada untuk memilih Gubernur dan 
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan yang berjalan sesuai yang diuraikan 
terdahulu, banyak terjadi peristiwa, baik sifatnya administratif maupun 
kriminal. Akan tetapi untuk hal ini tidak dapat diketahui lebih lanjut karena 
ketertutupan KPUD Propinsi Sulawesi Selatan. Hanya satu yang dapat 
diketahui, yaitu anggaran Pilkada Sulawesi Selatan untuk periode 
2013/2018 adalah Rp. 319.118.527.650,- (tiga ratus Sembilan belas milyar 
seratus delapan belas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus lima 
puluh rupiah). 
Anggaran Pilkada yang dimaksud di atas, merupakan anggaran 
pembiayaan Pilkada yang termasuk dalam APBD Propinsi Sulawesi 
Selatan. Jika dibandingkan dengan APBD provinsi Sulawesi Selatan yang 
berjumlah Rp 5 trilliun , maka prosentasenya menunjukkan angka yang 
sangat tinggi, yaitu sekitar 6% dari APBD Sul-Sel 2013. 
Selain penggunaan dana yang mencapai 6% dari APBD, pemilih 
yang tidak menggunakan hak suaranya sekitar 40% yaitu  1.046.285 
pemilih. Dengan demikian pemborosan dari pelaksanaan Pilkada lebih 
terlihat.
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BAB V 
PENUTUP 
 
Dari uraian-uraian pada bab terdahulu, maka dengan ini diajukan 
kesimpulan dan saran sebagai berikut:  
A. Kesimpulan 
1. Pemilihan kepala daerah baik Gubernur dan wakil gubernur ditingkat 
propinsi maupun pemilihan bupati dan wakil bupati ditingkat kabupaten 
dilakukan secara demokratis. Dalam hal ini pengertian demokratis 
adalah pemilihan yang dilakukan secara perwakilan melalui DPRD, di 
mana pelaksanaannya ditangani langsung oleh DPRD sendiri. 
Pengertian demokratis dimaksud berjalan aman dan tertib, juga 
pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik gubernur dan 
wakilnya maupun bupati dan wakilnya serta walikota dan wakilnya, yang 
dilakukan oleh masyarakat atau penduduk yang merupakan pemilihan 
dengan menunjuk secara langsung calon-calon kepala daerah di tempat 
pemungutan suara, sebagaimana yang dilakukan pada dewasa ini di 
seluruh Indonesia, yang diatur melalui aturan perundang-undangan. 
2. Dalam pemilihan kepala daerah melalui perwakilan atau pemilihan 
melalui DPRD, ditangani langsung oleh DPRD dimana ketua panitia 
pelaksana adalah Ketua DPRD setempat dan wakil ketua adalah wakil 
ketua masing-masing, serta sekretaris DPRD adalah sekretaris panitia. 
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Adapun anggota panitia terdiri dari unsure DPRD setempat. Pemilihan 
kepala daerah melalui badan perwakilan atau DPRD pelaksanaannya 
sangat praktis dan tidak banyak menggunakan biaya serta selama 
berjalannya sistem tersebut, ketertiban dan keamanan berjalan 
kondusif. 
3. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh masyarakat pemilih 
berjalan sesuai tahapan yang ditentukan dan dilaksanakan oleh KPUD 
Propinsi dan KPUD Kabupaten/Kota masing-masing. Pemilihan ini 
memakan waktu yang panjang serta melibatkan partai politik dan massa 
partai politik. Biaya yang dikeluarkan dianggarkan melalui APBD 
masing-masing daerah, yang untuk pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur Sulawesi Selatan pada periode Pilkada 2013/2018 mencapai 
300 milyar lebih. Sedangkan untuk pemilihan Walikota Palopo mencapai 
10 milyar lebih. Dari segi keamanan hampir semua daerah mengalami 
keadaan yang tidak atau kurang kondusif pada waktu pelaksanaan 
Pilkada, bahkan ada daerah menjadi rusuh atas ulah salah satu 
pasangan calon atau oleh pendukungnya. 
 
B. Saran 
1. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, kiranya dapat 
dilakukan melalui pemilihan secara perwakilan melalui DPRD saja. Oleh 
karena secara perwakilan di samping sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) 
UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, juga tidak 
 124 
membutuhkan biaya/anggaran yang sangat banyak dan kehidupan 
masyarakat tetap kondusif. 
2. Apabila pemilihan secara langsung terhadap kepala daerah dan wakil 
kepala daerah masih tetap dipertahankan, maka pemerintah perlu 
mengubah cara pelaksanaan kampanye, pemungutan dan perhitungan 
suara, serta perlu suatu pelaksanaan terpadu antara seluruh calon oleh 
KPUD. Hal ini untuk menghindari keterlibatan massa pendukung, yang 
kadang-kadang anarkis. Cara ini juga untuk mengurangi anggaran 
Pilkada. 
3. Diperlukan persyaratan calon kepala daerah yang lebih ketat, disamping 
persyaratan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, 
yaitu adanya persyaratan minimal atas kekayaan calon. Hal ini untuk 
mencegah agar kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tidak 
mengeruk kekayaan daerah dan menambah harta atau membebaskan 
diri dan keluarganya dari kekurangan. 
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